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BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR YUY TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan
Desa.

1.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten
Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2003 Nomor 23, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5694);



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN

DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

j 5
2.

o

Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Mukomuko.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

~ pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa

10.

11.

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
-dan yang berada dalam Kabupaten Mukomuko.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan wuang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan desa.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening
tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan.
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- dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali oleh desa, baik pada

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah tempat
penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan
Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank
yang ditetapkan.

Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa
yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten.
Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan
yang diterima oleh kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM
Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6
(enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian
dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan
Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui
mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

Pendapatan Desa adalah semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun
anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.
Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa
dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa.
Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali

tahun anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya
disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lainnya yang
karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan
pengelolaan keuangan desa.

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa
berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan
PKPKD.

Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur
pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator
PPKD.

Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut KAUR adalah perangkat desa yang
berkedudukan sebagai unsur staf secretariat desa yang menjalankan tugas
PPKD.

Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut KASI adalah perangkat desa yang
berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
Pendapatan Asli Desa adalah salah satu sumber pendapatan desa, dimana
PAD itu merupakan segala usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Desa
untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka
pelaksanaan otonomi desa.



28.
29.
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32.

33.

34.

35.
-dan Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah

36.

Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa belanja
Desa.

Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan
belanja Desa.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran dana Desa
selama satu periode anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DPA adalah
dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan,
dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan
berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, yang selanjutnya disingkat
DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian setiap kegiatan,
anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang
akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam
Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APBDesa.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan, yang selanjutnya disingkat DPAL
adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan
dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SILPA tahun
anggaran sebelumnya.

Rencana Anggaran Kas Desa, yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah
dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan
untuk mengatur penarikan dana dari rekening kas desa untuk mendanai
pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala
Desa.

Pengadaan Barang/Jasa Desa, yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang

Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini, sebagai pedoman dalam melaksanakan
Pengelolaan Keuangan Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.



Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini, agar pengelolaan keuangan desa dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Asas

Pasal 4

(1) Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan,
akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

(2) APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu)
tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB III
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 5

(1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam
kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

(2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki
kewenangan:
a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa;
c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban

APBDesa;

d. Menetapkan PPKD;
e. Menyetujui DPA DPPA, dan DPAL;
f. Menyetujui RAK Desa; dan
g. Menyetujui SPP.

(3) Dalam melaksanakan PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala
Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku
PPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 6

PPKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3), terdiri dari:
a. Sekretaris Desa;

b. Kaur dan Kasi; dan

c. Kaur keuangan.



Se
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a.
b.
C.

(1)

(2)

Pasal 7

kretaris Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a bertugas sebagai
ordinator PPKD, memiliki tugas:

Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan APBDesa;

Mengoordinasikan rancangan APBDesa dan rancangan Perubahan APBDesa;
Mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa,
Perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;

. Mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang

Penjabaran APBDesa dan Perubahan Penjabaran APBDesa;

. Mengoordinasikan tugas Perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD;

Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam hal
pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;

. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan

Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Pasal 8

Kaur sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b, terdiri dari:
a. Kaur tata usaha dan umum; dan

b. Kaur perencanaan.

Kasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b, terdiri dari:
a. Kasi pemerintahan;

b. Kasi kesejahteraan; dan

c. Kasi pelayanan.

(3) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b bertugas sebagai

pelaksana kegiatan anggaran, memiliki tugas:

a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;

. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya,

. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;

. Menandatangani perjanjian kerja dengan penyedia barang/jasa sesuai
bidang tugasnya; dan

f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

o o0 o

(4) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RKPDesa.

Pasal 9

(1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada

Pasal 8 ayat (3) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan
pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan
sendiri oleh Kaur dan Kasi.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat desa,

lembaga kemasyarakatan desa dan/atau masyarakat, yang terdiri dari:
a. Ketua;



(3)
(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

b. Sekretaris; dan

c. Anggota.

Unsur perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pelaksana
Kewilayahan.

Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan pada
waktu penyusunan RKPDesa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c bertugas

melaksanakan fungsi kebendaharaan, memiliki tugas:

a. Menyusun RAK Desa; dan

b. Melakukan penatausahaan, yang meliputi; menerima, menyimpan,
menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran desa dalam rangka
pelaksanaan APBDesa.

Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor

Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemerintah desa.

BAB IV
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 11

APBDesa terdiri dari:
a. Pendapatan Desa;
b. Belanja Desa; dan
c. Pembiayaan Desa.
Pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa diberi kode rekening.

Bagian Kesatu
Pendapatan

Pasal 12

Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a, yaitu
semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak
desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.

Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
a. Pendapatan asli desa;

b. Pendapatan transfer; dan

c. Pendapatan lain.

Pasal 13

Kelompok pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 12
ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:

a. Hasil usaha;

b. Hasil aset;

c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan

d. Pendapatan asli desa lain.



(2)

3)

(4)
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(1)

(2)

(1)

(1)

(2)

Hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain bagi
hasil usaha BUMDesa.

Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain tanah
kas desa, tambatan perahu, pasar desa, dan hasil aset lainnya sesuai dengan
kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan local skala desa.
Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa.
Pendapatan asli desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
antara lain hasil pungutan desa.

Pasal 14

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 12 ayat (2) huruf

b, terdiri atas jenis:

a. Dana desa;

b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;

c. Alokasi dana desa;

d. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi yang dapat bersifat umum dan
khusus; dan

e. Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten yang dapat bersifat umum dan
khusus.

Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d dan e dikelola dalam APBDesa, tetapi tidak diterapkan dalam

ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling

banyak 30% (tiga puluh per seratus).

Pasal 15

Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 12 ayat
(2) huruf c, terdiri atas:

a. Penerimaan dari hasil kerjasama;

b. Penerimaan dari perusahaan yang berlokasi di desa;

c. Penerimaan dari hibah dan sumbangan pihak ketiga;

d. Koreksi atas kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya;

e. Bunga bank; dan

f. Pendapatan lain desa yang sah.

Bagian Kedua
Belanja

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

Belanja desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf b, yaitu
semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa desa dalam 1 (satu)
tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk
mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.



(1)

(2)

(3)
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(2)
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Paragraf 2
Klasifikasi Belanja

Pasal 17

Klasifikasi belanja desa terdiri atas bidang:

a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;

b. Bidang pelaksanaan pembangunan desa;

c. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa;

d. Bidang pemberdayaan masyarakat desa; dan

e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan
mendesak.

Klasifikasi belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai
dengan huruf d, dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan
kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.

Klasifikasi belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dibagi
dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan desa untuk penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak.

Pasal 18

Klasifikasi belanja desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf
a, dibagi dalam sub bidang:

Penghasilan tetap Pemerintah Desa;

Tunjangan Pemerintah Desa (PKPKD, PPKD dan tunjangan lainnya);
Operasional Pemerintah Desa;

Tunjangan BPD;

Operasional BPD;

Jaminan sosial Pemerintah Desa;

Insentif RT/RW;

Insentif Adat/Kaum;

Insentif Sarak/pengurus keagamaan;

Insentif Staf Pemerintahan Desa;

Sarana prasarana pemerintahan desa;

Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik/pendataan, dan
kearsipan;

m. Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
Pertanahan.

B

Klasifikasi belanja desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf
b, dibagi dalam sub bidang:

Pendidikan;

Kesehatan;

Pekerjaan umum dan penataan ruang;

Kawasan pemukiman;

Kehutanan dan lingkungan hidup;

Perhubungan, komunikasi dan informatika;

Energi dan sumber daya mineral; dan

Pariwisata.
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(3) Klasifikasi belanja desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf
c, dibagi dalam sub bidang:
a. Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
b. Kebudayaan dan keagamaan;
c. Kepemudaan dan olahraga; dan
d. Kelembagaan masyarakat.
(4) Klasifikasi belanja desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf
d, dibagi dalam sub bidang:
Kelautan dan perikanan;
Pertanian dan peternakan;
Peningkatan kapasitas aparatur desa;
Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
Dukungan penanaman modal; dan
Perdagangan dan perindustrian.
(5) Klas1ﬁka31 belanja desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf
e, dibagi dalam sub bidang:
a. Penanggulagan bencana;
b. Keadaan darurat; dan
c. Keadaan mendesak.

®mo a0 TP

Paragraf 3
Jenis Belanja

Pasal 19

Jenis belanja desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1), terdiri atas:
Belanja pegawai,

Belanja barang/jasa;

Belanja modal; dan

Belanja tak terduga.

poop

Pasal 20

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf a, dianggarkan
dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan dibayarkan pada
setiap bulan.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan antara lain
untuk:

a. Penghasilan tetap Pemerintah Desa;
b. Tunjangan Pemerintah Desa;

c. Tunjangan BPD; dan

d. Penerimaan Lainnya.

(3) Penerimaan Lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d, antara lain

untuk:

a. Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);

b. Tunjangan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD); dan
c. Tunjangan Bendahara Desa

(4) Besaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Bupati.
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Pasal 21

Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf b,
digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya
sama atau kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan antara
lain untuk:

Operasional pemerintah desa;

Pemeliharaan sarana prasarana desa;

Kegiatan sosialisasi/rapat/bimbingan teknis;

Operasional BPD;

Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat;

Honorarium Rukun Tetangga/Rukun Warga;

Honorarium Lembaga Adat/Kaum;

Honorarium Sarak/Pengurus Keagamaan;

Honorarium Staf Pemerintahan Desa;

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan;

Honorarium nara sumber/ahli/moderator,

Honorarium/Insentif Kelembagaan Desa Lainnya; dan

m. Standarisasi perjalanan dinas

Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan untuk menunjang pelaksanaan
kegiatan desa.

Belanja barang/jasa sebagaimana ayat (2) huruf a, b, ¢, d dan e berpedoman
pada standarisasi harga barang/jasa pemerintah desa yang ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Desa.

Pemerintah Desa dalam menyusun standarisasi harga barang/jasa
pemerintah desa sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat berpedoman pada
standarisasi harga barang/jasa kabupaten dan/atau harga pasar setempat
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“sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Belanja barang/jasa sebagaimana ayat (2) huruf {, g, h, i, j, k dan 1 diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Belanja modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf c, digunakan
untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12
(dua belas) bulan dan menambah aset.

Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 23

Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf d,

merupakan belanja pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan luar

biasa, keadaan darurat, dan keadaan mendesak skala lokal desa.

Belanja pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan luar biasa,

keadaan darurat, dan keadaan mendesak skala lokal desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), minimal memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah desa dan
tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. Tidak diharapkan terjadi berulang; dan

c. Berada diluar kendali pemerintah desa.



(3)

(4)
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Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana
alam dan bencana sosial.

Kegiatan pada sub bidang keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), merupakan upaya penanggulangan keadaan luar biasa dikarenakan
adanya wabah /penyakit.

Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya
kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana
prasarana akibat kenaikan harga yang menggangu pelayanan dasar
masyarakat.

Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan
dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan dan/atau mendesak.

Paragraf 3

Kriteria dan Tata Cara Penggunaan Anggaran Bencana Alam,
Keadaan Darurat, dan Keadaan Mendesak

Pasal 24

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa; gempa
bumi, tsunami, gunung meletus, banjir bandang, kekeringan, angin
topan/puting beliung, dan tanah langsor.

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik
sosial antar kelompok, antar komunitas masyarakat, dan teror.

Kriteria bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

a. Kejadian bencana yang diakibatkan oleh faktor alam;

‘b. Kejadian bencana yang terjadi bukan merupakan akibat dari aktifitas

pemerintah desa; dan

c. Kejadian bencana yang terjadi tidak dapat diprediksi oleh pemerintah desa.

Kriteria bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:

a. Konflik sosial yang terjadi diluar kendali pemerintah desa;

b. Konflik sosial yang terjadi secara berulang-ulang dan berkepanjangan; dan

c. Terjadinya teror yang mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan
secara meluas, berupa: pembakaran sarana prasarana umum, peracunan,
penculikan, dan penyerangan kelompok pengacau keamanan bersenjata
yang dapat menimbulkan dampak trauma psikologis bagi masyarakat.

Pasal 25

Keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena
adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana
prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan
dasar masyarakat.

Kriteria keadaan darurat, yaitu:

a. Terjadinya kerusakan yang mengancam penyelesaiaan pembangunan
sarana prasarana yang diakibatkan oleh faktor cuaca, berupa: hujan secara
terus menerus, dan badai yang merusak sebagian bangunan sarana
prasarana;



b. Terjadinya kerusakan yang mengancam penyelesaiaan pembangunan
sarana prasarana yang diakibatkan oleh terjangan air bah yang berasal
dari embung, tanggul, dan waduk vang jeboi;

c. Terancamnya penyelesaian sarana prasarana yang diakibatkan oleh faktor
eksternal, seperti; terputusnya distribusi material/bahan pabrikasi oelh
penvedia barang/jasa;

d. Terganggunyva pasokan material/bahan akibat penyedia barang/jasa vang
wan prestasi; dan

e. Terjadinya kenaikan harga diatas 10% yang menyebabkan terganggunva
pelavanan dasar masyarakat.

Pasal 26

Kriteria sarana prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat, diantaranya:

(1)

(2)

(3)

(1)
2)

(3)

Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, meliputi;

a. Pelayanan penyediaan air bersih;

b. Penyediaan makanan sehat dan asupan gizi bagi masyarakat;

¢. Penyediaan obat-obatan;

d. Pelayanan kesehatan dan pengobatan bagi masyarakat; dan

¢. Penyediaan sarana prasarana dasar pelayanan kesehatan lainnya

Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, antara lain:

a. Pelayanan pendidikan bagi anak-anak buta huruf dan buta aksara;

b. Penyediaan pendidikan bagi anak putus sekolah; dan

¢. Penyediaan sarana prasarana dasar pelayanan pendidikan dan kebudayvaan
lainnyva

Pengelolaan kegiatan pembangunan fisik, antara lain

a. Penyediaan dapur umum pasca bencana;

b. Penyediaan jalan akses penanggulangan bencana; dan

c. Penyediaan peralatan penanggulangan bencana .

Pasal 27

Keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan

pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

Kriteria keadaan mendesak, vaitu:

a. Tidak terpenuhinya kebutuhan primer dan pelayanan dasar bagi
masyarakat miskin;

b. Belum adanya upaya penanganan dari pihak terkait untuk mengatasi
kondisi masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan;

c. Penanganan yang dilakukan baru menyentuh sebagian saja dari
kebutuhan primer dan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin, sehingga
perlu adanya upaya penanganan lanjutan dan/atau tambahan bagi
masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan;

d. Penanganan kejadian yang disebabkan adanya penyebaran penyakit vang
menular dan mewabah di masyarakat. dan

e. Kondisi yang menyebabkan upayva penanganan bersifat mendesak, karena
apabila tidak ditangani secara cepat akan berdampak sangat buruk bagt
masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

Kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan, diantaranya:

a. Tidak ada dan/atau terputusnya persediaan air bersih;

b. Banyak anak usia pertumbuhan yang mengalami kurang gizi dan stunting;

c. Banyak masyarakat yang sakit, karena tidak tersedianya obat-obatan bagi
masyarakat miskin; )

d. Minimnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, karena tidak
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e. Banyak anak-anak yang buta huruf dan buta aksara; dan
f. Banyak anak putus sekolah karena tidak ada biaya.

Pasal 28

Kepala desa menetapkan keadaan bencana alam, bencana sosial, keadaan
darurat dan/atau keadaan mendesak skala lokal desa dengan Keputusan Kepala
Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 29

(1) Dalam keadaan desa sebagaimana dimaksud Pasal 28, Pemerintah Desa dapat
melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.

(2) Kegiatan dalam keadaan desa sebagai dimaksud Ayat (1) dianggarkan dalam
belanja tidak terduga pada Perubahan APB Desa.

Bagian Ketiga
Pembiayaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 30

(1) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf c,
merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali oleh desa, baik pada tahun
anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

(2) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
a. Penerimaan pembiayaan; dan
b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 31

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) huruf
a, meliputi:
a. SILPA tahun sebelumnya;
b. Pencairan dana cadangan; dan
c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan
bangunan.
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) huruf
b, meliputi:
a. Pembentukan dana cadangan; dan
b. Penyertaan modal desa.

Pasal 32

(1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2)
huruf a, dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak
dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan peraturan desa.

(3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang
digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Desa mengenai Dana Cadangan.

(4) Pembentukan dana cadangan tidak boleh melebihi tahun akhir masa jabatan
Kepala Desa.



(5) Dana cadangan dianggarkan pada Penerimaan Pembiayaan dalam APBDesa.

Pasal 33

(1) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) huruf
b, antara lain untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang
diinveskan dalam BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan desa dan
pelayanan kepada masyarakat.

(2) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan
kekayaan desa yang dipisahkan dan dianggarkan dari pengeluaran
pembiayaan dalam APBDesa.

(3) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk
tanah kas desa dan bangunan tidak dapat dijual.

(4) Penyertaan modal desa pada BUMDesa melalui proses analisis kelayakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tata Cara Penyertaan Modal Desa

Pasal 34

(1) Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan, antara lain:
a. Adanya Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa;
b. BUMDesa sudah berdiri minimal 1(satu) tahun;
c. BUMDesa sudah memiliki AD/ADRT;
d. Unit-unit usaha BUMDesa memiliki badan hukum;
e. BUMDesa memiliki kepengurusan lengkap dan yang aktif; dan
f. Managemen administrasi dan pembukuan BUMDesa telah berjalan dengan
baik;
(2) Indikator analisa kelayakan penyertaan modal, antara lain:
-a. kesesuaian bidang usaha dengan AD / ART;
b. bidang usaha produktif bagi masyarakat dan perkembangan BUMDesa;
c. proposal disertakan dengan studi kelayakan usaha dari BUMDesa; dan
d. mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.

BAB V
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 35
Kegiatan pengelolaan keuangan desa, meliputi;

a. Perencanaan;

b. Pelaksanaan;

c. Penatausahaan;

d. Pelaporan; dan

e. Pertanggungjawaban.
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Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 36

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan
penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran
berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa.

Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan APBDesa
berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan, dan berpedoman pada Penyusunan
APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
kepada Kepala Desa.

Pasal 37

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada
Pasal 36 ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas
dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa
menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa.

Pasal 38

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada

Pasal 37 ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat

paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dilakukan evaluasi.

Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Panduan Evaluasi Rancangan

Peraturan Desa tentang APBDesa yang ditetapkan Bupati.

Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), paling sedikit dilengkapi dengan dokumen, meliputi :

. Surat pengantar;

. Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa;

Peraturan Desa tentang RKPDesa;

. Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal skala desa;

. Peraturan Desa tentang Pembentukan dana Cadangan, jika tersedia;

f. Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa, jika tersedia; dan

g. Berita Acara hasil Musyawarah BPD.
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Pasal 39

Pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
sebagaimana Pasal 38 Ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dengan membentuk
Tim Evaluasi APBDesa Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana Ayat

(1) terdiri dari :

a. Ketua : Pejabat pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah

b. Sekretaris : Pejabat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

c. Anggota : Organisasi Perangkat Daerah terkait



Pasal 40

(1) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana Pasal 38
Ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada camat dengan Keputusan
Bupati

(2) Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana Ayat
(1) ditetapkan dengan keputusan camat, terdiri dari :

a. Ketua : Camat

b. Sekretaris : Kasi Ekonomi dan Pembangunan

c. Anggota : Unsur pemerintah kecamatan dan UPT di kecamatan
terkait

(3) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana ayat (1), Bupati melakukan
pembinaan dengan membentuk Tim Pembinaan dan Pengendalian yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Tim Pembinaan dan Pengendalian sebagaimana ayat (3) terdiri dari
Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat
desa, membidangi pengawasan, membidangi regulasi/perundangan dan
bidang terkait lainnya.

(5) Penarikan kembali pendelegasian dalam evaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
Perubahan kepada Camat sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Pasal 40

(1) Bupati/Camat dapat mengundang Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa
terkait dalam pelaksanaan evaluasi.

(2) Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Bupati/Camat dan disampaikan
kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak
diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

(3). Dalam hal Bupati/Camat tidak memberikan hasil evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
dimaksud berlaku dengan sendirinya.

(4) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi dan
dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, Kepala Desa bersama
BPD melakukan perbaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung
sejak diterimanya hasil evaluasi.

(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditindaklanjuti oleh
Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Peraturan Desa tentang
APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa, maka
Bupati/Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan
Bupati/Camat.

(6) Berdasarkan Keputusan Bupati/Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
Kepala Desa menghentikan pelaksanaan peraturan dimaksud dan mencabut
peraturan dimaksud dengan Keputusan Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja setelah pembatalan oleh Keputusan Bupati/Camat.

(7) Berdasarkan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Desa
hanya dapat melakukan pengeluaran pada Operasional Pemerintah Desa
dengan merujuk pada Pagu dan APB Desa tahun sebelumnya, sampai
rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berkenaan dinyatakan
telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa oleh Keputusan Bupati/Camat dan
ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa.
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Pasal 41

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi dan
dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKPDesa, ditetapkan oleh Kepala
Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa.

Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
APBDesa, sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Desa tentang
APBDesa.

Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan
Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa kepada Bupati melalui Camat
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Pasal 42

Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada
masyarakat melalui media informasi paling sedikit, meliputi:

a. Baliho;

b. Papan informasi;

c. Papan nama kegiatan/papan proyek;

Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) point a dan point b,
dipasang di kantor desa dan/atau balai desa, untuk memudahkan
masyarakat dalam mengakses informasi dalam rangka pengelolaan keuangan
desa.

Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) point c, dipasang di
lokasi kegiatan, untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi
dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa.

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit, berisi:

a. APBDesa;

b. Pelaksana kegiatan anggaran;

c. Tim yang melaksanakan kegiatan;

d. Alamat pengaduan

e. Progress pelaksanaan kegiatan dilapangan.

Pasal 43

Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa, apabila terjadi:

a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun
anggaran berjalan;

b. Terdapat sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan
tahun berjalan yang akan digunakan pada tahun berkenaan;

c. Keaadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran antar
bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan

d. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan
pada tahun berjalan.

Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu)

tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

a. Bencana alam;

b. Keadaan kahar;

c. Terjadinya kerusuhan massal yang berakibat merusak kegiatan yang
sedang dilaksanakan;



(4)

(1)

(2)

3)

d. Terjadinya konflik sosial berkepanjangan yang menggangu pelaksanaan
kegiatan dilapangan;

e. Terjadinya krisis politik;

f. Terjadinya krisis ekonomi;

g. Adanya kejadian yang ditimbulkan oleh pihak ketiga dan/atau pihak luar
terkait pengadaan barang dan jasa yang mengakibatkan terhambatnya
pelaksanaan pembangunan dilapangan.

h.terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah
daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.

Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (3)

ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

Pasal 44

Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala

Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa sebelum Rancangan Peraturan

Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan.

Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila terjadi:

a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun
anggaran berjalan;

b. Keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar
objek belanja; dan

c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan
SILPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan

Penjabaran APBDesa, sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Desa

tentang Perubahan APBDesa.

Pasal 45

Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang
Perubahan Penjabaran APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati
melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.

(1)

(2)

3)
(4)
(5

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 46

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan

pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa.

Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh

Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur

Keuangan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh

Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai, untuk memenuhi kebutuhan

Operasional Pemerintah Desa.

Ketentuan menyimpan uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Jumlah uang tunai yang disimpan paling banyak Rp. 10.000.000. (Sepuluh
Juta Rupiah);

b. Waktu penyimpanan uang tunai paling lama 10 (Sepuuh) hari kerja, sejak
tanggal penarikan dana;



c. Uang tunai yang disimpan tidak boleh dipergunakan untuk kegiatan diluar
dari Operasional Pemerintah Desa;

d. Pengelolaan uang tunai yang disimpan dikelola berdasarkan asas
pengelolaan keuangan desa; dan

e. Penggunaan uang tunai berdasarkan APB Desa yang telah ditetapkan.

Pasal 47

(1) Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi sebagai Pelaksana Kegiatan
Anggaran, sesuai tugasnya menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran APBDesa ditetapkan.

(2) Kaur dan Kasi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran menyerahkan rancangan
DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari
kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima
belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.

(4) Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris
Desa.

(5) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
c. Rencana Anggaran Biaya.

(6) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
huruf a, merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana
penarikan dana.

(7) Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b,
merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan, pelaksana
kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.

(8) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c,

“merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.

Pasal 48

Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dan/atau
perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa, maka
mekanisme penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)
sama seperti mekanisme penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pasal 49

(1) Berdasarkan DPA yang telah disetujui oleh Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada Pasal 47 ayat (4), Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK
Desa yang disampaikan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa untuk
diverifikasi.

(2) Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi oleh
Sekretaris Desa.

(3) RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Arus Kas Masuk dan
Arus Kas Keluar, yang digunakan untuk mengatur penarikan dana dari
Rekening Kas Desa untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA.

(4) Arus Kas Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat semua
Pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, Pendapatan
Transfer, dan Pendapatan lain-lain.

(5) Arus Kas Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat semua
Pengeluaran Belanja Desa atas beban APBDesa.
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Pasal 50

Kaur dan Kasi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran, melaksanakan kegiatan
berdasarkan DPA yang telah disetujui oleh Kepala Desa.

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
mengutamakan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia
barang/jasa.

Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat
dan gotong royong melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas
kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat desa, meliputi:

a. Penggunaan material lokal sesuai potensi yang ada di desa;

b. Mengutamakan tenaga kerja lokal; dan

c. Adanya swadaya dari masyarakat.

d. Adanya keterlibatan perempuan.

e. Melibatkan Rumah Tangga Miskin (RTM).

Pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik
sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan melalui penyedia
barang/jasa.

Pasal 51

Kaur dan Kasi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran, mengajukan SPP dalam
setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum
didalam DPA dengan nominal maksimal sebesar yang tertera didalam DPA.
Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan
kegiatan dan anggaran.

Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui
penyedia barang/jasa, dilakukan setelah barang/jasa diterima.

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan;

a. Pernyataan tanggung jawab belanja.

-b. Bukti penerimaan barang/jasa di tempat.

Setiap pengajuan SPP diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil
verifikasi Sekretaris Desa.

Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang
tertera dalam SPP setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa.

Pasal 52

Penggunaan anggaran dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada Pasal
51 ayat (1), untuk pengadaan barang/jasa secara swakelola maksimal 10
(sepuluh) hari kerja.

Apabila anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dipergunakan
paling lama dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, maka Kaur dan Kasi
Pelaksana Kegiatan Anggaran wajib mengembalikan dana kepada Kaur
Keuangan untuk disimpan dalam Kas Desa.

Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran berupa
bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa.

Pasal 53

Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran wajib menyampaikan laporan akhir
realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat
7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.
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Pasal 54

Penerimaan pembiayaan dari SILPA tahun sebelumnya, digunakan untuk:

a. Menutupi defisit anggaran, apabila realisasi penerimaan lebih kecil
daripada realisasi belanja; dan

b. Mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

SILPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelampauan penerimaan

pendapatan terhadap belanja dan/atau penghematan belanja tahun

sebelumnya, yag digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang

ditetapkan dalam APBDes tahun berkenaan.

SILPA yang digunakan untuk kegiatan yang belum selesai atau lanjutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perhitungn rill

anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya.

Bagian Ketiga
Penatausahaan

Pasal 55

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana
fungsi kebendaharaan.

Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum.
Pencatatan pada Buku Kas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditutup pada setiap akhir bulan.

Buku Kas Umum yang ditutup pada setiap akhir bulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris
Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Laporan yang disampaikan oleh Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dilakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis oleh Sekretaris Desa.

Hasil verifikasi, evaluasi, dan analisis sebagaimana mana dimaksud pada ayat
(5) dilaporkan oleh Sekretaris Desa kepada Kepala Desa untuk disetujui.

Pasal 56

Kaur Keuangan wajib membuat Buku Pembantu Kas Umum, yang terdiri dari
atas:

a. Buku pembantu bank;

b. Buku pembantu pajak; dan

c. Buku pembantu panjar.

Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa.
Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran
pajak.

Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

Pasal 57

Pengeluaran atas beban APBDesa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang
telah disetujui oleh Kepala Desa.



(2) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan secara
swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana
kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah
disetujui oleh Kepala Desa.

(3) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan melalui
penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada
penyedia barang/jasa atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kaur dan
Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan disetujui oleh Kepala Desa.

(4) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk belanja pegawai dilakukan secara
langsung oleh Kaur Keuangan dan disetujui oleh Kepala Desa.

(5) Pengeluaran atas beban APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi.

(6) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Penerima
pembayaran; Pelaksana Kegiatan; Kaur Keuangan/Bendahara dan disetujui
oleh Kepala Desa/PKPKD

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 58

(1) Laporan Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama, terdiri dari:
a. Laporan Pelaksanaan APBDesa; dan
b. Laporan Realisasi Kegiatan.

(2) Laporan Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun oleh Kepala Desa dengan cara menggabungkan seluruh
Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran.

(3) Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran yang
digabungkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

~merupakan laporan yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi Pelaksana
Kegiatan Anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (fujuh) hari sejak
seluruh kegiatan selesai dilaksanakan oleh Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan
Anggaran.

(4) Laporan Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun oleh Kepala Desa paling lambat minggu kedua bulan
Juli tahun berjalan.

(5) Kepala Desa menyampaikan Laporan Pelaksanaan APBDesa Semester
Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 59

Bupati menyampaikan Laporan Konsolidasi Pelaksanaan APBDesa kepada
Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling
lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 60

(1) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampirkan:
a. Laporan Keuangan, terdiri dari;



1. Laporan Realisasi APBDesa; dan
2. Catatan atas laporan keuangan.

b. Laporan Realisasi Kegiatan; dan

c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk
ke desa.

(3) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran.

(4) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), disampaikan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.

(5) Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat pada
setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 61

Bupati menyampaikan Laporan Konsolidasi Realisasi Pelaksanaan APBDesa
kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa
paling lambat minggu kedua bulan April tahun berikutnya.

Pasal 62

(1) Laporan Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama dan Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa akhir tahun anggaran yang
disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dan
diinformasikan oleh Kepala Desa kepada masyarakat.

(2) Informasi yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media informasi.

(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Paling sedikit berisi:

a. Laporan Realisasi APBDesa;
- b. Laporan Realisasi Kegiatan;
c. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
d. Sisa anggaran; dan
e. Alamat pengaduan.

Pasal 63

Format Kode Rekening, Peraturan Desa tentang APBDesa, Peraturan Kepala Desa
tentang Penjabaran APBDesa, Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa,
Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa, Panduan
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, DPA, DPPA, DPAL, RAK
Desa, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Umum, Buku Pembantu Kegiatan,
Kuitansi, SPP, Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran,
Laporan Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama, Laporan Akhir Realisasi
Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
APBDesa, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENDAMPINGAN
Pasal 64

(1) Bupati membina, mengawasi, dan mendampingi pelaksanaan pengelolaan
keuangan desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah Kabupaten.



(2)

3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh
Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh
Inspektorat Daerah.

Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh
Pemerintah Kecamatan.

Pasal 65

Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (2),
bertugas melakukan pembinaan, sosialisasi, monitoring, evaluasi, koordinasi,
dan memberikan data/informasi besaran pagu indikatif Dana Desa dan
Alokasi Dana Desa.

Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

Pasal 66
Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (3), bertugas
melakukan sosialisasi, monitoring, dan pemeriksaan atas

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.
Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 67

Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (4),
bertugas melakukan pendampingan, pengendalian, verifikasi, monitoring, dan
evaluasi atas pelaksanaan pengelolan keuangan desa.

Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
dengan Keputusan Camat.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 68

Dalam hal pelaksanaan pengelolaan keuangan desa terjadi kerugian desa
akibat adanya pelanggaran administrasi, penyimpangan dana dan/atau
pelanggaran pidana diselesaikan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Dalam hal pelaksanaan pengelolaan keuangan desa terjadi permasalahan
yang bersifat sosial kemasyarakatan desa, maka diutamakan penyelesaiannya
melalui adat istiadat dan kearifan lokal.



BAB VIII
ATURAN PERALIHAN

Pasal 67

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 45
Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 68
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko.
Pada tanggal 3! DEsermBer 2018

UPATI MUKOMUKO,

\

CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko.
Pada tanggal 3\ DESENBEr 2018

SHKRETARIS/DAERAH
PATE)N MUKOMUKO,

{

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2018 NOMOR .M



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR : YY TAHUN2018
TANGGAL : 2( peSemapger= 2018

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A. Format Kode Rekening

A.l. Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan
Kode
Rekening
% BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
a c
1 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan
yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desaw
yang mencakup:
) i (. | Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan
Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)
1| 1| 01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1) 1| 02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
1] 1] 03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
11| 04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan
PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, surat]
kabar/media lainnya dll)
1| 1| 05 Penyediaan Tunjangan BPD
1| 1| 06 Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan|
perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telepon dlil
1] 1| 07 Penyediaan Insentif/ Operasional RT/ RW
1] 1| 90 Penyediaan Insentif Adat/Kaum
L E] 931 Penyediaan Insentif sarak / pengurus keagamaan
1] 1] 92 Penyedian Insentif Staf Pemerintahan Desa
1{ 1| 93- Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan
99 dan Operasional Pemerintahan Desa
1. | 2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
1(2)] 01 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
1] 2] 02 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1] 2] 03 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**
1| 2| 90- lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa*
99
1| 3 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan
Kearsipan
13| 01 Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/ Pelayanan
KTP, Akta Kelahiran , Kartu Keluarga, dll)
1| 3] 02 Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan
potensi desa)**
1] 3| 03 Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
1| 3| 04 Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
1] 3| 05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
1| 3|90- lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil,
99 statistik dan kearsipan*
4 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
4| 01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
(Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)




1| 4] 02 Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang
bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)

1] 4] 03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/ RKPDes,dll)

1| 4| 04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ
APBDes, dan seluruh dokumen terkait)

1] 4| 05 Pengelolaan / Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa

1| 4| 06 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades, dll - diluar dokumen Rencana
Pembangunan/ Keuangan)

1| 4] O7 Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
(Laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan
keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)

1] 4) 08 Pengembangan Sistem Informasi Desa

1] 4| 09 Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga/Pilar Desa, dll)**

14| 10 Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan
dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)

1|1 4] 11 Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam

1| 4| 90- lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan , perencanaan ,

99 keuangan dan pelaporan*

1§D Sub Bidang Pertanahan

1] 5| 04 Sertifikasi Tanah Kas Desa

1| 5| 02 Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi
Agenda Pertanahan)

1| 5| 03 Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin

1) 5| 04 Mediasi Konflik Pertanahan

I|%5]| 05 Penyuluhan Pertanahan

1| 5| 06 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

15| 09 Penentuan/ Penegasan/Pembangunan Batas/ Patok Tanah Desa **

1| 5| 90- lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan*

99

2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam
pembangunan pendidikan , kesehatan, pekerjaan umum,dan lain-lain.
Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga
terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan,
bidang ini mencakup :

2/ 1 Sub Bidang Pendidikan

21 1] 01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik
Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)

211 02 Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)

21 1] o3 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat

2| 1| 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/
Sanggar Belajar Milik Desa **

2| 1| 05 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAU D/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah
Non-Formal Milik Desa**

2|1 1| 06 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana/
Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal
Milik Desa**

2 1| OF Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana
Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**

2] 1) 08 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan , Honor
Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)

1| 09 Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
211 10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin /Berprestasi




2| 1 [90-99 lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*

2 Sub Bidang Kesehatan

2 n 2 01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-
obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan
Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)

21 21 02 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan , Kelas Ibu Hamil, Kelas|
Lansia, Insentif Kader Posyandu)

212 03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat,
Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dli)

2|1 2| 04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

22| 05 Pembinaan Palang Merah Remaga (PMR) tingkat desa

2] 2] 06 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)

22| 07 Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional

2| 2! 08 Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/ Polindes /PKD

2| 2| 09 Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan /Pengadaan Sarana/
Prasarana

2| 2190- lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*

99

2| 3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2| 3| 01 Pemeliharaan Jalan Desa

2| 3| 02 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang

213]| 03 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

2| 3| 04 Pemeliharaan Jembatan Milik Desa

2| 3| 05 Pemeliharaan PrasaranaJalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/
Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)

2 06 Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan

2 07 Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/
Petilasan Milik Desa

21 3| 08 Pemeliharaan Embung Milik Desa

2|1 3| 09 Pemeliharaan Monumen /Gapura/Batas Desa

21 3 10 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan /Pengerasan Jalan Desa **

213111 Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan
Lingkungan Permukiman/Gang **

21 3 12 Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Usaha
Tani **

21 3|13 Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan / Pengerasan Jembatan Milik
Desa**

213 14 Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa
(Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, PrasaranaJalan
lain) **

21 3] 15 Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai
Kemasyarakatan**

21 3] 16 Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik

Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan




213 17 Pembuatan /Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **
2|1 3| 18 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
21 3 19 Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **
2| 3| 20 Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Monumen /Gapura/Batas
Desa **
21 3| 90- lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang*
99
21| 4 Sub Bidang Kawasan Permukiman
2 01 Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
2 02 Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
2|1 4| 03 Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon
Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
04 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
4 | 05 Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll.,
diluar prasarana jalan)
21 4 06 Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum / MCK umum , dil
2 07 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman
(Penampungan, Bank Sampah, dll)
21 4 08 Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah
Rumah Tangga)
2 09 Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
10 Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **
214 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa
(Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**
21 4 12 Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke
Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **
2| 4 13 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman
(Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **
2| 4 14 Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/
MCK umum. dll **
21 4 15 Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan
Sampah Desa/ Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll}**
2| 4 16 Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air
Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**
2| 4 17 Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak
Milik Desa**
21 4 |90-99 lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan
pemukiman*
2195 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
216]| 01 Pengelolaan Hutan Milik Desa
2|1 5| 02 Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
25| 03 Pelatihan /Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
2| 5190-99 lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*




2| 6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
6| 01 Pembuatan Rambu-rambu diJalan Desa
26| @ Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan
Poster/Baliho Informasi penetapan/ LPJ APBDes untuk Warga, dll)
21| 6 05 Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan
Informasi Lokal Desa
2 | 6 |90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan , Komunikasi, dan
Informatika*
7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2|1 7| 01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
7 Q@2 Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana
Energi Alternatif tingkat Desa **
2| 7 190-99 lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*
8 Sub Bidang Pariwisata
8] 01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
8| Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pariwisata Milik Desa **
8| @ Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
8 {90-99 lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata*
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan
untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat
/lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses
pembangunan desa yang mencakup:
3 1 Sub Bidang Ketenteraman , Ketertiban Umum, dan Pelindungan
Masyarakat
3 4 01 Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos,
pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **
B 3 a2 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban
oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
3|11 03 Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban , dan Pelindungan
Masyarakat (dengan masyarakat/ instansi pemerintah daerah, dll)
Skala Lokal Desa
3| 1| 04 Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3:{ 1] 05 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
34 1] 06 Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
3 1Y OF Pelatihan /Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang
Hukum dan Pelindungan Masyarakat
3| 1| 90- lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman , Ketertiban Umum,
99 dan Pelindungan Masyarakat*
3| 2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
34 2 { 91 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa




3 2| 02 Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai
Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota

34 2] 03 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan
Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan,
dl]) tingkat Desa

3| 2| 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah
Adat/Keagamaan Milik Desa **

3| 2| 05 Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebudayaan/Rumah Adat /Keagamaan Milik Desa **

3| 2 |90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*

3|3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

3131 01 Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil
Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ Kota

3| 3] 02 Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan ,
Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa

3| 3| 03 Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat
Desa

33| 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga
Milik Desa**

3| 3| 05 Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**

3| 3| 06 Pembinaan KarangTaruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olah raga

3| 3 [90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*

3| 4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

3|1 4] 01 Pembinaan Lembaga Adat

3| 4| 02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD

31 4| 03 Pembinaan PKK

3| 4| 04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

3] 4 |90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat*

4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan
kegiatan yang
diarahkan untuk meningkatkan pemahaman , kapasitas
masyarakat dalam meningkatkan kesgahteraan masyarakat , yang
mencakup:

4|1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

41 1] 01 Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa

4| 4 02 Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa

41 1| 03 Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/ Kolam
Perikanan Darat Milik Desa**

4| 1| 04 Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Pelabuhan Perikanan
Sungai/Kecil Milik Desa**

4.1 1| 96 Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/ dst)




4| 1| 06 Pelatihan /Bimtek/ Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk
Perikanan Darat /Nelayan **

4] 1 |90-99 lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan*

4| 2 Sub Bidang Pertanian dan Petemakan

4| 2| 01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan
pengolahan pertanian , penggilingan Padi/jagung, dll)

4| 2] 02 Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan
peternakan, kandang, dll)

4| 2| 03 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)

41 2| 04 Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier / Sederhana

4| 2| 05 Pelatihan /Bimtek /Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk
Pertanian /Peternakan **

4 | 2 |90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan*

4| 3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

4 (3| 01 Peningkatan kapasitas kepala Desa

4| 3| 02 Peningkatan kapasitas perangkat Desa

4| 3| 03 Peningkatan kapasitas BPD

4 | 3 [90-99 lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur
Desa

4| 4 Sub Bidang Pemberdavaan Peremouan Perlindungan Anak dan Keluarga

4| 4 01 Pelatihan /Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

4| 4| @@ Pelatihan /Penyuluhan Perdindungan Anak

4! 4| @B Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)

4 | 4 |90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak*

4|5 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

4 01 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM

4| 5| & Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
serta Koperasi

4| 5| B Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi
Pedesaan Non-Pertanian

4 | 5 (90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, U saha Kecil dan Menengah*

4| 6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

4 01 Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)

4| 6| @ Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh
Desa)

4 | 6 |90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal*




Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

01 Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa

Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/ Kios milik Desa**

a3 Pengembangan Industri kecil level Desa

INEFN NN RN
N NN NN
S

4 Pembentukan/Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi
produktif (pengrajin, pedagang, industri mmah tangga, dil) **

N
\]

90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian*

S BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN
MENDESAK DESA

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan damrat dan
mendesak:

1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana

1 (00 Penanggulangan Bencana

Sub Bidang Keadaan Darurat

80 Keadaan Darurat

Sub Bidang Keadaan Mendesak.

g af Ggf gf G»if »
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Qo Keadaan Mendesak

* = (Penambahan Kegiatan ditetapkan oleh Kabupaten/Kota)
* * = (untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan desa, misal :
Pernbangunan, atau rehabilitasi, at au Peningkatan, atau Pengerasan)

A.2. Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Kode Rekening Uraian
a|bl|c d
4 PENDAPATAN
411 Pendapatan Asli Desa
41 1] 1 Hasil Usaha
4 1] 1 01 Bagi Hasil BUMDes
4| 1| 1| 90-99 Lain-lain
4| 1] 2 Hasil Aset
4 (1] 2 01 Pengelolaan Tanah Kas Desa
41112 02 Tambatan Perahu
4112 03 Pasar Desa
4| 1|2 04 Tempat Pemandian Umum
4112 0S5 Jaringan Irigasi Desa
4|12 06 Pelelangan Ikan Milik Desa
4(11]|2 o7 Kios Milik Desa
4 |11|2 08 Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Desa
41 1) 2] 90-99 Lain-lain
4 1|3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4113 01 Swadaya, partisipasi dan gotong royong




4| 1| 3[90-99 Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

41| 4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa

4|11 4 01 Hasil Pungutan Desa

4| 1| 4| 90-99 Lain-lain

4 | 2 Transfer

4 [ 2] 1 Dana Desa

4 | 211 01 Dana Desa

4 (22 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Dacrah Kabupaten/kota

4 | 2| 2 01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota

4121 3 Alokasi Dana Desa

4 | 23 01 Alokasi Dana Desa

4 (21 4 Bantuan Keuangan Provinsi

4 1 2] 4 01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi

4| 2| 4] 90-99 Lain-lain Bantuan Keuangan dari APED Provinsi

41 2|5 Bantuan Keuangan APED Kabupaten/Kota

4205 01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota

4 2] 5| 9099 Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota

41 3 Pendapatan Lain-lain

4 | 3|1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa

4|1 3|1 01 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa

41 3] 2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga

41312 01 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga

41 3] 3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa

4 13]3 01 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa

41 3|4 Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga

43| 4 01 Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga

4|1 3|5 Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang

mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berialan

41 3|5 01 Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya
yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran
berialan

413|686 Bunga Bank

4|1 3|6 01 Bunga Bank

41 3|9 Lain-lain pendapatan Desa yang sah

41319 01 Lain-lain pendapatan Desa yang sah

5 BELANJA

53] 1 Belanja Pegawai

5| 1|1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

S DO ] I | 01 Penghasilan Tetap Kepala Desa

1) B 1 | 02 Tunjangan Kepala Desa

53 1071 90 Tunjangan PKPKD

5|1 1] 1]|91-99 Penerimaan Lain Kepala Desa yang Sah

b | 1] 2 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

5] 3] 2 01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa

S| X|:2 02 Tunjangan Perangkat Desa

0N i ] Jee) 90 Tunjangan PPKD dan Bendahara Desa

5] 1] 2] 91-99 Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah

51 ¥ |3 Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa

SCANEE3 01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa

51113 02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa

5] xX).3 03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa

I D O < 04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa

S | L] 4 Tunjangan BPD

5|111| 4 01 Tunjangan Kedudukan BPD

51114 02 Tunjangan Kinerja BPD

5| 2 Belanja Barang dan Jasa




51| 2] 1 Belanja Barang Perlengkapan

S| 211 01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pas

51 21| 1 02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik

S| 22 03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan
Kebersihan

S| 21 04 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam
kebakaran

S| 2| & 05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan/Belanja Barang Cetak dan
Pengandaan

S|12|1 06 Belanja Perlengkapan/Barang Konsumsi (Makan/minum)/Belania
barang Konsumsi

51213 07 Belanja Bahan/Material

S|12] 13 08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk

S|2]4 09 Belanja Pakaian Dinas/ Seragam /Atribut

5|21 10 Belanja Obat-obatan

58] 1 11 Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan

o i | i 12 Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian

512 1] 90-99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya

S| 2|2 Belanja Jasa Honorarium

S|2|2 01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan

5122 02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator

8|22 03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa/Staf Pemerintah
Desa

S|2|2 04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber

S22 05 Belanja Jasa Honorarium Petugas/Pekerja Lainnya

S|{2|2 a0 Belanja Jasa Honorarium Lembaga Adat/Kaum

S [ 22 91 Belanja Jasa Honorarium Sarak/Pengurus Keagamaan

5| 2| 2[92-99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya

S| 213 Belanja Perjalanan Dinas

2| 2] 3 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota

2|23 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota

5123 03 Belanja Kursus/Pelatihan

S| 2|4 Belanja Jasa Sewa

S(2]|4 01 Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang

S22 4 02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan

S| 2[4 03 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas

512 4] 90-99 Belanja Jasa Sewa Lainnya

5]|12]|5 Belanja Operasional Perkantoran

S|2|5]| 01 Belanja Jasa Langganan Listrik

S|2|5 02 Belanja Jasa Langganan Air Bersih

2| 2.5 03 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar

o|2]|5]| 04 Belanja Jasa Langganan Telepon

5| 215 05 Belanja Jasa Langganan Internet

5125 06 Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro

52| 5 o7 Belanja Jasa Perpanjangan [jin/Pajak

525 90 Belanja Jasa Ekspose/Publikasi

S| 2| 5]91-99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya

S5 2) 6 Belanja Pemeliharaan

5| 2|6 01 Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat

5|26 02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor

5|26 03 Belanja Pemeliharaan Peralatan

S| 2|6 04 Belanja Pemeliharaan Bangunan

5| 2|6 05 Belanja Pemeliharaan Jalan

S5l 216 06 Belanja Pemeliharaan Jembatan

S| 2 6 o7 Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran/Sungai/Embung/Air Bersih,
Jjaringan Air Limbah, Persampahan dll

S| 21 6 08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik,Telepon, Internet,
Komunikasi, dll)

512 61| 90-99 Belanja Pemeliharaan Lainnya




5|12|7 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat

S|2|7 o1 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke
masyarakat

S| 20 02 Belanja Bantuan Mesin/Kendaraaan bermotor/Peralatan yang
diserahkan ke masyarakat

S| 20 & 03 Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masvarakat

S5|2|7 04 Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin

5|27 05 Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan /Ikan

5|2 7]|90-99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masvarakat Lainnva

S| 3 Belanja Modal

5| 3|1 Belanja Modal Pengadaan Tanah

S51 3|1 01 Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah

S{3]|1 02 Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah

S|3|1 03 Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah

53] 1 04 Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah

S 31 1 05 Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah

53] 1] 90-99 Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya

S|({3|2 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat

S| 3|2 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan

5| 3|2 02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio

S|13]| 2 03 Belanja Modal Peralatan Komputer

5|13 2 04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan

5| 3|2 05 Belanja Modal Peralatan Dapur

53| 2 06 Belanja Modal Peralatan Alat Ukur

S|[3]|2 07 Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu /Patok Tanah

513| 2 08 Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan

5|3 2 09 Belanja Modal Peralatan khusus pertanian / Perikanan/
Peternakan

513 2 10 Belanja Modal Mesin

5| 3] 2 11 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat

5|3 2] 90-99 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnva

S| 393 Belanja Modal Kendaraan

S|1313 01 Belanja Modal Honor Tim yvang Melaksanakan Kegiatan

S[(3]|3 02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor

Sl 33 03 Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor

5| 3|3 04 Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor

5]3] 3 05 Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor

5| 3| 3|90-99 Belanja Modal Kendaraan Lainnyva

S|3| 4 Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman

S[(3|4 01 Belania Modal Honor Tim yang Melaksanakan Keg:iatan

5|3 4 02 Belania Modal Upah Tenaga Keria

5| 3| 4 03 Belanja Modal Bahan Baku

S| 3| 4 04 Belanja Modal Sewa Peralatan

513|858 Belanja Modal Jalan /Prasarana Jalan

S|3] 56 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan

S| 315 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja

518 5 03 Belanja Modal Bahan Baku

21315 04 Belanja Modal Sewa Peralatan

S5 ]3]| 6 Belanja Modal Jembatan

o513 6 01 Belanja Modal Honor Tim vang Melaksanakan Kegiatan

53| 6 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja

53| 6 03 Belanja Modal Bahan Baku

5|13 6 04 Belanja Modal Sewa Peralatan

S < Belanja Modal Irigasi/Embung/ Air Sungai/Drainase/ Air Limbah

Persampahan

o | 3|7 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan

S 37 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja

53| 7 03 Belanja Modal Bahan Baku

5|13 7 04 Belanja Modal Sewa Peralatan

53|88

Belanja Modal Jaringan /Instalasi




51318 01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
51318 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja

5| 318 03 Belanja Modal Bahan Baku

51 3|8 04 Belanja Modal Sewa Peralatan

S| 3|9 Belanja Modal lainnya

5139 01 Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan
B39 02 Belanja Modal khusus Olahraga

D |39 03 Belanja Modal khusus

5|39 04 Belanja Modal Tumbuhan /Tanaman

5|1 3|9 05 Belanja Modal Hewan

5| 3| 9]|90-99 Belanja Modal Lainnya

S 14 Belanja Tak Terduga

54| 1 Belanja Tak Terduga

5141 01 Belanja Tak Terduga

6 PEMBIAYAAN

6 | 1 Penerimaan Pembiayaan

6111 SILPA Tahun Sebelumya

6|11 01 SILPA Tahun Sebelumnya

6| 1|2 Pencairan Dana Cadangan

6l L[| 2 01 Pencairan Dana Cadangan

6|13 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6|13 01 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6| 119 Penerimaan Pembiayaan Lainnya

6|1 9] 90-99 Penerimaan Pembiayaan Lainnya

6 | 2 Pengeluaran Pembiayaan

6|21 Pembentukan Dana Cadangan

6.0 2|1 01 Pembentukan Dana Cadangan

6.1 212 Penyertaan Modal Desa

6| 2] 2 01 Penyertaan Modal Desa

6|1 2|9 Pengeluaran Pembiayaan lainnya

6| 2| 9] 90-99 Pengeluaran Pembiayaan lainnya




B. Format Peraturan Kepala Desa Tentang APB Desa
B.1. Format Batang Tubuh Peraturan Kepala Desa Tentang APB Desa

Menimbang

Mengingat

(Nama Desa)

KABUPATEN/ KOTA........ (Nama Kabupaten/ Kota)

PERATURAN DESA. .. (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEIANJA DESA TAHUN

ANGGARAN ....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai

wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan
secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

termuat dalam PeraturanDesa tentangAnggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran .... yang disusun sesuai dengan
kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa Berdasarkan prinsip
kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat
dalam melaksanakann pemerintahan dan pembangunan menuju
masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran ....;

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor ...);

. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor ..... Tahun ....tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko
Tahun ..... Nomor ...);

. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor ..... Tahun ....tentang

Penyusunan APB Desa Tahun..... (Berita Daerah Kabupaten
Mukomuko Tahun ..... Nomor ...);

. dst.

MEMUTUSKAN :



Menetapkan

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA. ...... TAHUN ANGGARAN .....

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
...... dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa RD s mis .
2. BelanjaDesa Rp.cionsiasiiriocies
Surplus/ Defisit RP s avesasimminasos &
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan R o escomanssmivasnsarssnios
b. Pengeluaran Pembiayaan R
Selisih Pembiayaan ( a-b ) RPuiiiiiiiiiiiiiieiciaians
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
APB Desa;
daftar penyertaan modal, jika tersedia;
daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
daftar kegiatan yang belum dilaksanakandi tahun anggaran
sebelumnya, jika ada.

BT~

Pasal 4
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional
pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana,
keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang
perubahan APB Desa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa

dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

tidak diharapkan terjadi secara berulang;

berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau

permasalahan sosial; dan

e. bersakal local desa.

0o

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada
tahun berjalan;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek
belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan
SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan

perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan

memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7



B.2.

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.......(Nama Desaj.

Ditetapkan, di iz s
pada tanggal .......coccoeeunenns ;

KEPALA DESA ..(Nama Desa)
tanda tangan

NAMA
Diundangkan di ... pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),
tanda tangan
NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

Format APB Desa (Lampiran Peraturan Desa Tentang APB Desa)

Anggaran ........

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA.......cccevvnennes
TAHUN ANGGARAN .....ccovneenneenns

KODE

REKENING

ANGGARAN SUMBER DANA
URAIAN Rp.

3 4 S

TN

PENDAPATAN

PADesa

Transfer

N EN NN
W N =

Pendapatan lain-lain

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA

Penyelenggaraan Pemerintahan

[

Penyelenggaraan Belanja
Penghasilan Tetap, Tunjangan dan

01

Penyediaan Penghasilan Tetap dan
Tunjangan Kepala Desa

01

Belanja Pegawai

=t [t
) =

Administrasi Kependudukan ,
Pencatatan Sipil, Statistik dan

01

Pelayanan administrasi umum dan
kependudukan (Surat
Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu

01

Belanja Barang dan Jasa

Pelaksanaan Pembangunan Desa

NN =

Pendidikan




05

Pembangunan / Rehabilitasi/
Peningkatan Sarana Prasarana
Perpustakaan/Taman Bacaan

05

Belanja Modal

N

Penanggulangan Bencana, Keadaan
Darurat dan Mendesak

Penanggulangan Bencana

Belanja Tak Terduga

Keadaan Darurat

arjaran|n
ey T e

Belanja Tak Terduga

dst

JUMLAH BELANJA

SURPLUS/(DEFISIT)

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

Q0o
N [

Pengeluaran Pembiayaan

SELISIH PEMBIAYAAN

................................... SRRy - | e
Kepala Desa .................

Keterangang Cara Pengisian

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4
Kolom 5

diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan :
a. bidang;

b. sub bidang; dan

c. kegiatan

diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan :

Bagian pendapatan diisi:

a. pendapatan; dan

b. kelompok pendapatan.

Bagian Belanja diisi:

a. Belanja; dan

b.jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan) Bagian Pembiayaan
diisi:

a. Pembiayaan;

b. Kelompok pembiayaan.

diisi uraian Pendapatan , Belanja dan Pembiayaan (nomenklatur dan
kode rekening lihat lampiran A Permendagri ini)

diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan

diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam
kegiatan (kolom l.c) terkait




C. Format Peraturan Desa tentang Penjabaran APB Desa

C.l1. Format Batang Tubuh Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran APB Desa

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)

KABUPATEN/ KOTA........ (Nama Kabupaten/ Kota)

PERATURAN DESA. .. (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEIANJA
DESA TAHUN ANGGARAN ....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor
....Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran ....., maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... (Nama Desa)
Tahun Anggaran ..... -

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor ...);

5. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor ... Tahun ....tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko
Tahun ..... Nomor ...);

6. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor ... Tahun ....tentang
Penyusunan APB Desa Tahun..... (Berita Daerah Kabupaten
Mukomuko Tahun ..... Nomor ...);

7. Peraturan Kepala Desa Nomor ..... Tahun ....tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa ...... (nama desa) Tahun Anggaran ......
(Lembaran Desa.....(nama desa) Tahun ..... Nomor ...);

8. dst.

MEMUTUSKAN :
PERATURAN DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA. ...... TAHUN ANGGARAN .....



Pasal 1
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran...... terdiri dari:
1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa T o
b. Transfer S0 e oI T
c. Lain Pendapatan yang sah 4 o T

Jumlah Pendapatan Rpcaisorsinniuna

2. BelanjaDesa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rpcnnnnmnmiiss
b. Bidang Pembangunan Desa RP:ccicassmssanensanssa
C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan d o e e e
d. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat |34 o O
dan Mendesak Desa Pemerintahan Desa
Jumlah Belanja B ormisngsnyg
Surplus/ Defisit R cocnsiiamssimms
3 Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan RP.:ccisvanimmissnisasaias
b. Pengeluaran Pembiayaan RPlsweoiessiiaiisuusmenics
Selisih Pembiayaan ( a-b ) R e,
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini
Pasal 3

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkat lebih lanjut dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala
Seksi Pelaksana Kegiatan Anggaran

Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.......(Nama Desa).

Ditetapkan di .......ccceevvennn ot
pada tanggal ..........cceeceieen .

KEPALA DESA ..(Nama Desa)
tanda tangan

NAMA
Diundangkan di ... pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),
tanda tangan
NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...



C.2 Format Lampiran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Lampiran : PERATURAN DESA ..... (nama)

Nomor

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA.........ccccooeee.
TAHUN ANGGARAN .....c.oceevvnnnene.

Tentang : Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran ........

KODE REKENING

URAIAN

KELUARAN/
OuT PUT

VOL | SAT
UME|UAN

ANGGA|

Rp.

SUMBER
DANA

=1

Un

PENDAPATAN

PADesa

Hasilusaha

<Obyek Pendapatan>

Transfer

Dana Desa

Pendapatan lain- lhin

Penerimaan dari HasilKerjasama
Antar Desa

NN N YY)

w GO DI DO =t | b |ps

<Obyek Pendapatan>

dst...

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA

Penyelenggaraan
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D. Format Peraturan Kepala Desa Tentang Perubahan APB Desa
D.1. Format Batang Tubuh Peraturan Kepala Desa Tentang Perubahan APB Desa

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

=~

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KABUPATEN/ KOTA........ (Nama Kabupaten / Kota)

PERATURAN DESA. .. (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEIANJA DESA
TAHUNANGGARAN ....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan
rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan
pembiayaan, periu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran .....

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran ....;

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor ...);

5. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor ..... Tahun ....tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun ..... Nomor
B

6. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor ..... Tahun ....tentang Penyusunan
APB Desa Tahun..... (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun .....
Nomor ...);

7. Peraturan Desa Nomor ........ tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran ..........
8. dst.
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA. ...... TAHUN ANGGARAN .....



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... semula berjumlah
RDscvvsn (isssmmis ), bertambah/berkurang sejumlah Rp.......,- [(..........) sehingga
menjadi Rp..........,~ {..........) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. Semula 1 —

b. Bertambah / (berkurang) RP.icecocecivecesionie o viaainins,
Jumlah pendapatan setelah perubahan

RPnnasanvaisimassss
2. BelanjaDesa

a. Semula I —

b. Bertambah / (berkurang) T,
Jumlah belanja setelah perubahan R st
Surplus/(defisit) setelah perubahan RP. sk sestinsivessssses

3. Pembiayaan Desa
3.1. Penerimaan Pembiayaan
a. Semula |34 o TP
b. Bertambah / (berkurang) Bpcaaaainsassninanng
Jumlah penerimaan setelah perubahan 3 R e
3.2. Pengeluaran Pembiayaan
a. Semula RP: seassnneammnsisisasssads
b. Bertambah / (berkurang) R cveesssossvionssvevemasuesnsnnees
Jumlah penerimaan setelah perubahan L e e e e e
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1-3.2) B st e

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 3
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan
Perubahan APB Desa.

Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dalam Lembaran Desa....... (Nama Desa).

Ditetapkan di ....cuavemsa

KEPALA DESA ..(Nama Desa)
tanda tangan

NAMA
Diundangkan di ... pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),
tanda tangan
NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...



D.2. Format Perubahan APB Desa

Lampiran : PERATURAN DESA ..... (nama)
NOMOT" Sivnvmmeensssmmensns Tahun.........
Tentang : Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran ........

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA........cccvcvnneees

TAHUN ANGGARAN .......cccevnennen.
SEMULA MENJADI
BERTAMBAH/ | SUMBER
REKENING DESA URAIAN | ANGGARAN URAIAN ANGGARAN (BERKURANG) DANA
(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8

b |¢ |'a: | b

.............................. T ITEr | ) I

Kepala Desa wviniii.emssnanass

Cara pengisian :

Kolom 1 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan
Kolom 2 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasii ekonomi

Kolom 3 : diisi dengan seluruh uraian sebelum perubahan

Kolom 4 : diisi dengan anggaran sebelum perubahan

Kolom 5 : diisi dengan seluruh uraian setelah perubahan

Kolom 6 : diisi dengan anggaran setelah perubahan

Kolom 7 : diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah

Kolom 8 : diisi dengan sumber dana




E. Format Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran Perubahan APB Desa

E.1. Format Batang Tubuh Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran Perubahan APB
Desa

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KABUPATEN/ KOTA........ (Nama Kabupaten/ Kota)

PERATURAN DESA. .. (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEIANJA DESA
TAHUNANGGARAN ....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor.......
Tahun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran ....., maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....(Nama
Desa) Tahun Anggaran ......;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor ...J;

5. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor ..... Tahun ....tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun ..... Nomor
.

6. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor ..... Tahun ....tentang Penyusunan
APB Desa Tahun..... (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun .....
Nomor ...);

7. Peraturan Desa Nomor ........ tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran ..........

8. Peraturan Desa Nomor ........ tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..........

9. dst.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA. ...... TAHUN ANGGARAN .....



Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .....semula berjumlah
Rp...ccois= (seveeeeeeesennn.n.), bertambah/berkurang sejumlah Rp.......,- (..........) sehingga
menjadi Rp.......... »= {-+-se.....) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
1.1. Pendapatan Asli Desa

a. Semula Rposauannasnsns s
b. Bertambah / (berkurang) Rpivsan i
Jumlah PADesa setelah perubahan
RPiussanvssisinassmmissnarsmsess
1.2. Transfer
c. Semula | B e e e
d. Bertambah / (berkurang) Rp:casssssanninianiinng
Jumlah transfer setelah perubahan
4 & R
1.3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah
a. Semula e
b. Bertambah / (berkurang) RDiacninnainaiainin
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang sah
setelah perubahan RPosmsmnsmnvssita o
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan 24 o S R

2. BelanjaDesa
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Semula R ssissmvmmsnseasnisiinses

b. Bertambah / (berkurang) RPloninnsinivesisrsnsensise
Jumlah belanja Bidang 2.1 setelah BB oo vensipommmsessnensusnansosmmas
perubahan

2.2. Bidang Pembangunan

a. Semula RPammmissamnimmsssaines

b. Bertambah / (berkurang) R ssmnuvmsssmiiraryseg:
Jumlah belanja Bidang 2.2 setelah L D
perubahan

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Semula
b. Bertambah / (berkurang)
Jumlah belanja Bidang 2.3 setelah 1 0 o AR ———
perubahan
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
a. Semula R asvssninnsnsmvseniamiei
b. Bertambah / (berkurang) RPisssnssvssssissussssses
Jumlah belanja Bidang 2.4 setelah 73 TN
perubahan
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana
a. Semula R ciassvivesrsnianiss:
b. Bertambah / (berkurang) R covisssuiesivasvasysinviviis
Jumlah belanja Bidang 2.5 setelah R aoscsmnsssmssvassiassssasss
perubahan
Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rpaisvainvsnsinansinggs
Surplus/(defisit) setelah perubahan Rbwsranayasinisanis

3. Pembiayaan Desa
3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula R oivimimemssnassnpmesusmanpsags
b. Bertambah / (berkurang) RDuutieeiiieiiieiiieiiiieianane.
Jumlah penerimaan setelah perubahan i o e F YT L 0T

3.2. Pengeluaran Pembiayaan
a. Semula RP. cocvininsasinsivasaies v
b. Bertambah / (berkurang) s
Jumlah penerimaan setelah perubahan 2 TS

Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1-3.2) |- T R



Pasal 2
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 3
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan
dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi
Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa....... (Nama Desa).
Ditetapkan di ......c...ccceeeee o
pada tanggal ........cccoeinnen s

KEPALA DESA ..(Nama Desa)
tanda tangan

NAMA
Diundangkan di ... pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),
tanda tangan
NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...



E.2. Format Penjabaran Perubahan APB Desa

NOIIOE: icassmmaisissavanss TaHUN onvisses

Tentang : Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun
Anggaran ........

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA

Cara pengisian :

TAHUN ANGGARAN .......cocuee..
SEMULA MENJADI
KEL;‘{(ARA I KELUARAN/ | AN
REKENING DESA | URAI | OUTPUT | GAR | urar | CQUTPUT i‘g 33%%#&%1 Sgﬂﬁffa
AN [VO [ SA | AN | AN [ O T SAT | \n
| U | ®p) ome | UAN | =5
ME | AN
1 2 3 4 5 3
alblclalblc|d
.............................. 20
Kepala DEBa .......cooaesvsinaveasiss

Kolom 1 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan

Kolom 2 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasii ekonomi

Kolom 3 : diisi dengan uraian, volume, satuan dan anggaran sebelum perubahan
Kolom 4 : diisi dengan uraian, volume, satuan dan anggaran setelah perubahan
Kolom 5 : diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah

Kolom 6 : diisi dengan sumber dana




F. Format Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
APB Desa

PANDUAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. DASAR PEMIKIRAN

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagai wujud dari
pengelolaan keuangan Desa yang dibahas dan disepakati oleh Pemerintah
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara terbuka dan
bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat
Desa ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Desa.

2. APB Desa disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa yang
berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif , serta tertib dan
disiplin anggaran.

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati ini, Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa harus dievaluasi oleh Bupati atau dapat didelegasikan
kepada camat.

4. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Bupati perlu
mengeluarkan Panduan Evaluasi APB Desa sebagai acuan Tim dalam
melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan
Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan panduan ini, yaitu:

1. Maksud
Panduan ini dimaksudkan wuntuk menjamin tercapainya prinsip
kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan
keuangan Desa dalam membiayai Pembangunan Desa berdasarkan
kewenangan Desa yang mengutamakan kepentingan umum dan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan .

2. Tujuan Umum
Panduan ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Tim Evaluasi
yang dibentuk oleh Bupati/Camat dalam rangka evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa
tentang Perubahan APB Desa,

C. SASARAN EVALUASI

Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu:

1. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk
memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan
penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

2. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk
memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan substansi
dan materi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

D. RUANG UNGKUP EVALUASI
Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi, yaitu:
1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan



informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan
Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang
perubahan APB Desa;

2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang
melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud;

3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan
materi dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan

4. Aspek substansi anggaran dalam struktur APBDesa yang meliputi
pendapatan, belanja dan pembiayaan.

E. EVALUASI
1. Persiapan Evaluasi
a. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan
evaluasi, yaitu:

1)

2)

3)

4)

S)

6)

Pembentukan Tim Evaluasi APB Desa Kabupaten ditetapkan dengan
Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan
Evaluasi APB Desa dilampiri Pedoman Pelaksanaan Evaluasi APB Desa,
dalam hal pelaksanaan evaluasi oleh Bupati.

Tim Evaluasi APB Desa sebagaimana dimaksud huruf a, terdiri dari:

a) Ketua : Pejabat pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah

b) Sekretaris : Pejabat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa

c) Anggota : Organisasi Perangkat Daerah terkait

Berdasarkan Peraturan Bupati dapat rnendelegasikan evaluasi
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa kepada camat. Apabila
pelaksanaan evaluasi APB Desa didelegasikan kepada Camat,
selanjutnya Bupati menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang
Pendelegasian Evaluasi APB Desa dilampiri Pedoman Pelaksanaan
Evaluasi APB Desa.

Pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan
Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang
Perubahan APB Desa kepada camat, selanjutnya Camat membentuk
Tim Evaluasi, yang terdiri dari:

a) Ketua : Camat

b) Sekretaris : Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan
terkait

c) Anggota : Unsur pemerintah kecamatan dan UPT di

kecamatan terkait

Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki
kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan
evaluasi Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam melaksanakan
tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten

b. Dokumen Evaluasi

1)

2)

Dokumen Utama

a) Rancangan Peraturan desa tentang APB Desa yang telah disepakati
oleh BPD, dan/atau

b) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang
telah disepakati oleh BPD

Dokumen Penunjang (alat verifikasi)

a) Disampaikan oleh Desa
- Keputusan musyawarah BPD pembahasan dan penyepakatan



Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (untuk evaluasi
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa), Berita Acara
Hasil Musyawarah; atau

Keputusan BPD pembahasan dan penyepakatan Rancangan
Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa (untuk evaluasi
Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa);

RPJM Desa;

RKP Desa tahun berkenan;

Dokumen yang relevan ( missal : Perdes tentang pembentukan
dana cadangan, perdes tentang pendirian BUMDesa, hasil
analisa kelayakan penyertaan modal BUMDesa, dll)

b) Disiapkan oleh tim evaluasi

Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak
asal usul dan lokal berskala Desa

Perdes tentang Penetapan Daftar Kewenangan berdasarkan hak
asal usul dan lokal berskala desa

Peraturan Bupati tentang pengadaan Barang/Jasa di Desa
Peraturan Bupati tentang Dana Desa

Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa

Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Peraturan Bupati tentang Standar Harga Kabupaten yang
didalamnya mengatur Standar Harga di Desa

Peraturan Bupati tentang Lingkup Pembangunan Desa
Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

2. Pelaksanaan Evaluasi
Proses evaluasi dilaksankan dengan menempuh dua (2) tahapan, yaitu:
a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.
1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal adminstrasi
sebagai berikut:
a) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
b) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan Peraturan
yang akan di evaluasi
c) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan
Peraturan yang akan dievaluasi
d) Kesesuaian rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan
teknis penyusunan peraturan desa
2) Langkah-langkah evaluasi
a) Langkah 1 :Pengumpulan dokumen evaluasi’
b) Langkah 2 :Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran

semua dokumen;

c) Langkah 3 : Penelitian dan penganalisaan nomor, tanggal dan

kelengkapan lampiran semua dokumen,;

d) Langkah 4 : Perbandingan tanggal penyampaian semua dokumen

dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu
penyampaian dokumen;

e) Langkah 5 :Kesimpulan secara narasi tentang hasil Langkah 1

s/d 4

Catatan : Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak

terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi memintakepada
Pemerintah Desa untuk  melengkapinya, Waktu
Pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen
diterima secara lengkap.



b.

3.

Evaluasi kebijakan dan stuktur APB Desa
Langkah-langkah evaluasi tertuang dalam lembar kerja. Terlampir

Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa,
Tim Evaluasi menyusun Laporan Hasil Evaluasi yang dituangkan dalam
Keputusan Bupati atau Camat.

Lapora Hasil evaluasi dimaksud untuk menyampaikan temuan analisis
terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan
Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa sebagai umpan balik kepada
Pemerintah Desa unuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan
terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan
Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa. Laporan Hasil Evaluasi
(LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai :

(a) Evaluasi atas sistem APB Desa atau perubahan APB Desa, dan

(b) Evaluasi atas substansi APB Desa atau perubahan APB Desa.

Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau
Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa didistribusikan
kepada :

a. Kepala Dinas PMD, dan

b. Inspektorat Daerah

Lembar Evaluasi APB Desa

[ 420210 12 ¢ -5 < B RS —
Kecamatan | .c.oiosamuasssaiaianiiinms
DEBAR: [ inivassisseestiediisvisdeesnsiers
No Aspek/ Komponen Periksa &“m Alat Verifikasi Keterangan
1 2 3 4 S 6
1. Aspek Administrasi dan Legalitas
1.1 Apakah dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap
1.2 Apakah pengajuan Keputusan hasil Berdasarkan
Rancangan Peraturan Desa musyawarah BPD aturan, 3 hari
tentang APB Desa atau pembahasan dan setelah disepakati
Rancangan Peraturan Desa penyampaian Perdes | bersama Perdes
tentang perubahan APB tentang APBDesa/ tentang
Desa dilakukan tepat Perubahan APBDesa APBDesa/Perubaha
waktu (lihat tanggal n APBDesa harus
Keputusan) diajukan kepada
Bupati atau camat
untuk dievaluasi
1.3 Apakah BPD telah Keputusan hasil Berdasarkan perbub
menyepakati Rancangan musyawarah BPD tentang BPD
Perdes tentang APBDesa/ Pembahasan dan
Rancangan Perdes tentang penyepakatan Perdes
Perubahan APBDesa tentang
APBDesa/Perubahan
APBDesa

Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas :




Aspek Kebijakan dan struktur APB Desa/Perubahan APB Desa

Umum

ot | ot

Apakah Rancangan Perdes
tentang APBDesa/
Rancangan Perdes tentang
Perubahan APBDesa
disusun berdasarkan RKP
Desa/RKP Desa Perubahan
tahun berkenaan

RKP Desa atau RKP
Perubahan tahun
berjalan

2.1.2

Apakah penempatan pos
pendapatan telah sesuai
dengan peraturan
perundang-undangan

2.2

Pendapatan

2:2.1

Apakah estimasi
pendapatan rasional dan
realistis

2.2.2

Apakah estimasi
pendapatan desa yang
bersumber dari Pendapatan
Asli Desa rasional dan
realistis, serta didapat
secara legal dan telah
diatur dalam peraturan
desa

Perdes terkait PADesa
(misal Perdes tentang
Pungutan dll)

2.2.3

Apakah estimasi
pendapatan desa yang
bersumber dari dana
transfer rasional dan
realistis, serta didapat
secara legal dan telah
diatur dalam peraturan
| desa

Kesimpulan atas Pendapatan Desa :

2.3

Belanja

2.3.1

Apakah penempatan pos
belanja telah sesuai dengan
peraturan perundang-
undangan

2.3.2

Semua kegiatan belanja
desa telah sesuai dengan
kewenangan desa

Perbub tentang Daftar
Kewenangan Desa

2.3.3

Apakah ada
program/Kkegiatan yang
dilakukan lebih dari 1
(satu) tahun anggaran
(multiyears)

2.3.4

Apakah belanja desa yang
ditetapkan dalam APB Desa
paling banyak 30%
dipergunakan untuk :

1. Siltap dan tunjangan
kades dan perangkat
desa

2. Operasional
pemerintahan desa

3. Tunjangan dan
operasional BPD

4. Insentif RT dan RW

2:3.5

Siltap, tunjangan dan

Peraturan Bupati




operasional untuk Kepala
Desa dan Perangkat Desa
sesuai yang ditetapkan oleh
Peraturan Bupati

tentang ADD atau
penetapan Siltap
tunjangan

2.3.6 | Belanja tunjangan dan Peraturan Bupati
operasional BPD sesuai tentang ADD atau
dengan peraturan Bupati penetapan Siltap dan

tunjangan

2.3.7 | Belanja insentif RT /| RW Peraturan Bupati
sesuai dengan peraturan tentang ADD atau
Bupati penetapan Siltap dan

tunjangan

2.3.8 | Belanja Adat/Kaum sesuai Peraturan Bupati
dengan peraturan Bupati tentang ADD atau

penetapan Siltap dan
tunjangan

2.3.9 | Belanja pegawai Peraturan Bupati
sarak/pengurus tentang ADD atau
keagamaan sesuai dengan penetapan Siltap dan
peraturan Bupati tunjangan

2.3.10 | Belanja staf pemerintahan Peraturan Bupati
desa sesuai dengan tentang ADD atau
peraturan Bupati penetapan Siltap dan

tunjangan

2.3.11 | Alokasi belanja lainnya Standar harga yang
telah sesuai dengan ditetapkan Kabupaten
standar harga yang telah
ditetapkan

2.3.12 | Alokasi belanja dengan Standar harga yang

capaian out put yang
dihasilkan logis dan telah
memperhitungkan tingkat
kemahalan dan geografis
(standar harga)

ditetapkan Kabupaten
atau standar harga
Desa

Kesimpulan atas belanja desa :

24

Pembiayaan

2.4.1

Apakah penempatan pos
pembiayaan telah sesuai
dengan peraturan
perundang-undangan

2.4.2

Apakah ada pos
pengeluaran pembiayaan
untuk pembentukan dana
cadangan

2.4.3

Apakah pembentukan dana
cadangan telah ditetapkan
dengan Peraturan Desa

Perdes tentang Dana
Cadangan

244

Apakah ada pos
pengeluaran pembiayaan
untuk penyertaan modal

2.4.5

Apakah penyertaan modal
pada BUM Desa telah
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan
ditetapkan melalui Perdes
dan memenubhi nilai
kelayakan usaha

Perdes tentang
pembentukan BUM
Desa dan Analisa
kelayakan usaha

2.4.6

Pada evaluasi Perubahan
APB Desa, pada pos
penerimaan pembiayaan
terdapat SILPA tahun

Laporan Realisasi
Anggaran Tahun
Sebelumnya




anggaran sebelumnya

2.4.7

Pada Evaluasi Perubahan
APB Desa, apakah SILPA
tahun sebelumnya telah
digunakan seluruhnya

Laporan Realiasi
Belanja

Kesimpulan atas pembiayaan desa :

Evaluasi dilakukan pada tanggal :

................................................

Kesimpulan akhir evaluasi : Untuk disetujui Bupati atau camat / Untuk diperbaiki Desa *
*) coret yang tidak perlu

Tim Evaluasi Rancangan Perdes APB Desa / Perdes Perubahan APB Desa

No

Nama

Jabatan

Tanda tangan

Ketua

Sekretaris

Anggota

ol bad 1 o

dst




Bsa(] eredoy]
uedueluny,

% dejoy,
ue[ISey3udd I |1 |[s |10 |1 |1

remedod
efueog 1|s |10 |1 |1

eso( e[eday]
uegduefuny,
uep deja],
ueiseysuag
ueeIpaAuad 10 |1 |T

esa(
UBYBIULIDUID]
[euorseiadQ
uBp

ueduefung,
‘dejag,
ueiseysuad
eluepg u
eeredduaialusg T It

Bsaqg
UBB UL

u
velIB3un [0 Aty 1

L 9 g 14 €

(4
P[5 [a[e[o [a[e

(dy) (dy)

I2q
s9 o da un 19 ad Ie 2 ue

el a | soN | IO s | ¥V | Imp r| PN v W | 93d L | wmg e NVIVN ONINTNFI HAON
wnp

(d¥) NVIVDONY NVIRIVNAd VNVONTA NVIVDONV

........................ “ Hngomm
........................ : NATVANGVH
....................... : NVIVINVOES
......................... ; veha

...................... NVAVOONYV NAHV.L
NVIVODNV NVA NVLVIDOHN VNVONHA

ueredduy uep ueleISoy] BUBOUIY JBWIO] °I°DH
‘esa@ MVA “Ivdd ‘Vddd ‘Vdd ewioy o




JesapuUa

uep jernred
ueBpRay
‘eueouag u
eduen3dueusd

<Bluepq
HoAqQO uBOUR]>

SO

ueulljjueg
uep dunpan
[ePOIN Elueeg

SO

[epPoIN eluepg

SO

Teferog
1e83ueg /esag
ueBOBg UBWE],
Jueexeisndiag
eUuEBIEBSEIl]
BuBIES
ueyey3uruod
/1s®iq

'y /
uepUuNSUBqUID]

SO

UBNIPIPUSd

esa(g
urunduequiod
ueBUESYB[o]

<elue[ag
yoLqO uerOUR >

UINLTEIOUOH
usepelfuepg

10

esepr
uep Suereg
elfuepg

10

(irp "eBreniey
nrey|

‘d13 ueuefeppd
/rejuedusg
jeing)
ueynpnpuadoy
usp wnwn
1ISBnSUIIpE

ueuBAE[Rd

10

uedISIeasy] uep
jquspels idig
uejejeouad ¢
ueynpnpuaday]
ISENSTUTIPY

<eluepd
MokqO UBIDUILY >

10




uejerday Sursew-duisew ynjun uereddue uesureuad yepwnl eUeBOUII ISUP :
eluefaq 3alqo uerourl uep yalqo ‘stus( urerep uenq /aporrad denes urerep ueguenay] iney epedoy uesnferp Suek ueresduy

. uejer3ay] euesiepd iney /isey Suisew-uisew yajo uereddue ueeuesye[od ynjun ueredgue uexLreusd BUBOUAI ISP :

aney] /1sey] Surew-guisew yajo ueseuesyep Juek sedn) resss eso(] gy Uereqefuad weep wnjueosd} Suek euvwredeqas SIp :

..................................

esa(q ereday]
yojo mlniesiqg

L wojoy]

9 wo[o3]
G uep ‘p'g ‘T ‘T wooy
: ueIsidusd ere)

©S9(J SLIB]AINOG
................................. —M.NVH \.:..-MM .qu._”o mw.wxm.ﬁmhﬁuﬂ.nﬁ—
....... ONn....-....-..o.--.-.........-...-.........
e3NpIg],
ye], eluepg @ [+ | S | |1 |s
e3npiag,
Hel, efuepg ® |¥ |S |mo]|1]s
esnpia],
el eluepg v S | |t |s
BUBOUDYE U
eduenddueusyg @ |1 s
'uBOUDY U
eduem3dueusag 1 |




BsaQ
Jyeserelse
ue
eAepioquiag

|4

€ suepiq
zad yeruunp

ueje
eredseway]
ugeUIqUIDg

€

¢ sueplq
J1ad yerwnp

eSog U
ruUnduUBqUISg

(4

I Suepiq
xad yerunpe

B'so( u
ByejuLIoUWg
uees
e33uo[aAusag

LT

91

Si

vi

€1

(4!

It o)1

<

yerdoy|

yeues

eRPN

Suex
WILL,

uer
edduy

yerdoy]
BUEBS
ered

reso[og

reInN

1seIng

LA

uen
duraasg

bre]

swx
NoA

(dy)

feanr elerg

nyeg

ueeuesye[ed NIMNem

uereseg

sBe
HoT

suepig
ans

Sueprg

ON

......................

NVIVOONY NNHV.L

VSHA NV.LVIODHN VOAdHY VNVONHA

.........................

.........................

..........................

ISNIAO¥d
NHLVINLGVH
NVLVINVOH
vsdd

eso uejersoy] efioy vuedUady jeULIoy *Z'D




Bsa(] SLIBIaIMoS eso(g vredsy]
............ ON....a........-.o.........o-

S suepiq
Jad yepunp

BsSap

s[esopuatu

uep jelnre(

ueepeay

rvuUuBOUYyg UEs

ueynddueusg
Sueplg | g
¥ Suepiq
Iad yerunp




‘¥ wiojoy unduap g wiojoy vapjup uvypyad yvjunl unSuap 1s1p ¢ wojoy

Buv.inq/uv.io wdpbquow  ynpun upivsaq uvyodniow Suvd upnps v3ivy upSuap 1SUp p wooy
“Bupapq/8un.o ypjun{ vdn.iaq wdop aunjoa uvduap 1sup § wojoy

UDIDIZ2Y WDIvp UPYNINGady uviduLL pdn.iaq ULIDAN UDSUIP ISP 7 WOJOY

Indn ouou unduap 1sup [ wojoy

DSV Wopp uvv13ay upinin uvduap 1wnsas Suiuaya.d apoy up3uap IStp uviviSay

wsap vlunjaq yodwioay 1soyfisopy uvypsop.iaq Sutuaya. apoy unSuap 1sup Suvprg

: upisiuad pav?)

~ONMYWON

esa(] ereday]
mfngesiq

(‘d¥) HVTINNC

¢

(d)
NVOLYS VOIVH

HANNTOA NVIVN . 'ON

UBBURPUIJ UBIOUTY
ueren[ay/ndinQ
BURP 19qUING
ueeuesyefod nye
uejeIoy]

duepig

........................................

........................................

........................................

........................................

.........................................

e NYIVOONY NNHV.L

VAVIEH NVIVOONY VNVONTY

(avi) ederg vere3duy vueouady] jeuwliog ‘gD



eluerog

EEETa|
eredoay]
ueduefung,
uep

dejoy, u
eliseysuag
u

eRIpaAusd

10 |1 |T

eSO uey
BlULIBWDg
e
uoiseradQ
uep
uegduefuny,
‘dejog, u
B[Iseyduad
elueag
ueered
Buosaduad

esa( ue

uegeae

F3ue0 Aty

L 9

S ¥

€

[4 !

Rl oJafe | @

dy)

[
ne

sa(Qg

AON

o

dog | 38y | Inp | unp | BN | 1dy

IeN

q34

uef

I | (dy)
squi | e
ng | wnp

NG
qu | ye
ng | qunp

(d¥) NVIVOONVY NVIRIVNAd VNVONTA

IAVCNHEIN

VINNES

NVIVODNV

NVIVIN

ONINENHT A0

......................

NVAVOONVY NNHV.L

NVHVENIAd NVIVOONV NVA NV.LVIDEN VNVONHA

--------------

.............

...............

...........

...........

ISNIAO¥d
NHLYdNIVH
NVILVINVOHMA
vsdaa

ueyeqniad uereSfuy uep uelerday] eurdudq] jeWIod ‘$°D




Byay /ueu
nsuequiad

SO

UBNIPIpUSd

Bsa( ueu
nduequiag

ue
BUBSHE[O]

<erue[og
F4q0
uBIOURY >

x
NIIBIOUOH
eser
efuepg

10

ese uep
Fuereg
eluepg

10

(P
‘edrenyoy
nirey] ‘dLy
ueueseed
/
Igjueduad
jeing)
uexn
pnpuadoy
uep
wnuwn ise
nsiururpe
ueueie[od

10

uedisieay]
uep
ABsHels
‘ndig u
eleIedUSd

‘ ue3n
pnpuaday
s
BISTUTIPY

<eluepq

M94q0
uBUR >

10

esa
ereday
ueduelun],
% dejog, u
eseyduad

10

Temesod




esa(] SLIEJOIg
Srssssssassanraan srssssssansnsnasn _wwu \ .H.Hﬂg H.—Uﬁo ..nwgywmhvb.ma

-....-ON Cessssrsnssnsnssssnsnnsnnnnnans sesssssrsaann

ednpra],

el
eluepg | |® [+ (s | o |1 Ig

esnpIa],
HelL
eluepg ® |v|s |1 s

eSnpiog,
el
eluepg v |S | |t |s

BuUBSUOg
uedue
M3dueuaq ® |1 g

BUBdUDG
uedue
M38ueuog 1 le

JBsSapuay
uep
jernrec
uBepeay
“eueduag
uedue
[nS8ueusog S

<eruepg
NPAqO
UBUR > + € |s |so |1 |g

u
BU[ljjuBg
ﬁm—u
Sunpon
TepPoOIN
eluepg v |le|ls |[so |1 ]z

TePOIA
efuepg € (s |so |1 |z

Telerog
reds8
ueg/esaqg
ueBOBLg U
BWE]/uee
MNeisndiag
BUBIBSBI4
eUBIRg UR
yex3uruayg
/1se1mq




ueyerdoy Sursew-guisew sjnjun uereddue uesLeuad yewnl BUBdUI SHP ! 6 WOo[0Y

efue[aq yalqo ueUL! uep ¥afqo ‘stuaf urefep ueng /oporred denes werep ueduenay] ey epeday] ueynferp ues ueredduy
uejerdey] euesye[ed Iney /1sey] Sursew-SuIseur Yya[o uereg8ue ueeuesyead yjnun uereSdue uesLreuad BUBOUSI ISP : g wo[oy]
mey| /1sey Surew-Suisew yojo ueseuesyeqp Suek sedn) resos vso( gdVv uereqeluad urerep wnjued1s) Fuek euewredeqas 1sIp : J uep 9‘c‘y‘e ‘Z ‘1 woroy]
: uelsidusg ere)

eso(] ereday]
yaro mlnjesiq



A .................................. H
esa(q ereday]
yoro mfnjesia
A ........................ ﬁ ........................... w
esa( s1ejanag
................................. .mw.WVm. \ .H,:.NVH H—Qﬂo mwg%ob_ﬁ—
------- ON L L
S ¥ € [4 I
- @
omp: | TEN | G9ad | Gep | pey (d) % % | Uel pP|2|af®e|o° (a]e
wnp
o5 = & Iequing (dy) yerunp NVIVAQ
dy) veregsuy uesreus | uesyeed | seS8uy | ejeidoy | ueredSsuy
myem | wermmp | swniop ONINTNTY AAON
NV.LOACNVYT ISVSI'TVHY NVIVODNY

NV.LOACNVYT NVIVOONY NVA NV.LVIDHEYM VNVONHA

................

NVAVOONYVY NNHV.L

.........................

ISNIAO¥d
NHLVdNIV
NVILVINVOH3
vsSdad

.........................

........................

..........................

ueinfue] ueredduy uep ueleISdy BUBDIUIY jewriod ‘S°D



ISBINS Uy

<BlUBRPH
24O ueBOUR]>

esa(] eredoay]
ueduefun],
% dejoy,
uensey3uad

remesadq
eluejog

esa( ereday]
ueduefung,
uep dejog,
uenseysuad
ueeIpafuad

10 |T |T

Bsa(g
UBYBIULISUIO]
reuorseladQ
uep

ueguefung,
‘deja],
ueiseysuaq
elfuepg u
eeIe38ud[olusg

BSo(q
Ue e LU

u
eeIBIw[b A

€

(4
plo Jgle] = ql®

(d)
yel
ump

sa(g

AON

PO

dog |18y | mp | unp | B | dy | 1 | qo4 | uep (dx)

() NVIVNTIONAD / NYVINRIANA NVIDDONY

ONININHY HAOM

...................... NVIVODONV NNHV.L
VSHA SV NVIVOODNV VNVONHA

...............

..............

...............

.......... ” ISNIAO¥d
......... P NELVNEV
......... ! NVLVNVOEM
.......... : vsaa

eso( sey] uere3suy vueoudy] jeUWIO] "9°'H




BUBOUDL U
eduensdueusg

Jesapusa|y

uep jeinrec
ueepBay
‘eueouUlg U
eduern3durusag

<eluepqg
HoAqO uBUR>

SO

ueuryjjueg
uep 3unpan
[EPON Efuereg

SO

[epolN eluepg

SO

Ieleog
reddueg /esaQg
ueedeg UBWE],
Jueexeisndisg
BUBIBSEI]
BURBIES
uee3uruSg
/1searq

By /
upunduequUIag

SO

UBNIPIPUS]

BSaQ
ueunsuBquIdg
ueBUESYR[O]

<erue[ag
NokqO uelOUR] >

WINLIBIOUOH
eserelfuepg

10

Bser
uep Suereg
elfuepg

10

(TP “edreniay|
njrey

‘AL ueuelerpd
/requeduag
jeins)
ueynpnpuaday
uep wnun
1Iseqsunupe
ueuelead

10

uedIsIeay] uep
snsnels ‘dis

uejeyeousd °
uenpnpuaday]




uejerday] gursew-suisew ynjun ueredsdue uesreuad ye[wnl euedUSI ISP ¢ 9 wojoy]

eluepeq
sjafqo uerouLr uep ya[qo ‘stuaf urerep ueng /sporrad denss werep ueduenay aney epedoy uexnlerp Sues uereSguy uejersoy]
BUBSHE[o] Iney| /isey] Sulsew-Suisews yojo uereddue ugeuesserad ynjun ueregsue uesueusd / ueewdOUad BUBOUDI ISP : G wo[oy
aney]/1sey Surew-Zuisew yajo uexeuesyenp Suek sedn) resas eso gdV uereqefusd werep wnjueoss) Suek eueurreSeqss sip ¢ uep ‘¢ ‘g ‘1 woroy
: UBISI3Ud{ BIe)
A .................................. w
©esy(] eredoy
ysjo mfnyesiq
— ........................ v A ........................... v
©BS9(] SLIBJAINaS
................................. 1sey| / ey Uo[0 ISeNYLIAI(]
....... ON L L T P

ednpiag,
yeLefuepgd | |® |+ |Ss | @ |1 |

esnpIo],
Jel eluepg ® |+ |s |o |t |s

BSNpIg],
el eluepg v |S | @ [T s

BUBOUSH U
eduengduetog @ |1 le




A .......................... A ...................... w
Bso(g eredoay]
eso( ereyepuoyg / ueduenay Jney uesdredeqIp jynjun mmiesiqq
seun| IeAeqip yeol,
A ........................ ‘ A ................................ w
©sa(] SLIB)oINOS
.................. Isey] /ines] ISE3JLIoA UBNN3{e[Ip YB[oL,
...................... _mww_hﬂu Grsssnanananannnny
HVTAND
(d3) (dy) ('dy) ('d¥) ('dy)
INI LYVS DNVIVIES nivi1 DA 'd’s i
VNVA VSIS | vanvs HvINOC NYV.LNIAREd NVAIVONEd b a0 ot o
........................ : NVVNVS3IIVIAd NILIAVM
........................ : NV.LVIOE
....................... : ONVAIL 90S
......................... : ONVAIL
...................... NVIVOONY NNHV.L
........................... NV.LVIAVOHES
............................ vsad

(ddS) NVIVAVEINAd NVV.LNINJAd LVANS
(ddS) ueredequag ueejurwIIag JeWIO] ‘I'H

‘WANN SV NMNE ‘VONVIEE EVAVE DNNDODNVI NVVLVANIA ‘ddS LVINNOJ ‘H



DSIQGJY Wopp ULIDI3ay UM UDSUP IDNSIS SUlUY1 POy uPSuap 1SHP ULIDIZ2Y
‘vsap plup|aq yodwiogay 1spYLfiSvly upYwsppiaq Suiuaya. apoy undusp 1S1p Suvprg

upynanjasay yopunl 1sup yojunl s1oq

vluvjaq yojpunl unduap 1ISHp p o0y

plivjoq uonyiaday uvivan up3uap I1SUp £ wWooy
vlunjaq 1pnq 1p vpo Sund upapdvquiad putiauad up3uap 1SUp 7 WojoY

inn 4owou un3uap 1S1p [ wojoy

RS K IR ATl N

uvis13uad vavy)

‘eAureuaqas ueSuap 1enqip 1 ueejeduiod jeins uer{Iwa(g

‘ueuepun-Suepuniad uemieiad rensas ueveseyowad uep isensiuiwpe uedeySuajey ymun ‘idweio) 1efeqes sejeip 1ngasia) eluejaq neje uerenaduad ng-1pNg

((dy) HVINAC
v € Z 1
((dy) HYINNL NVIVAN VINRIANEd "ON
............................... gﬂmwuv— .M
...................... : wqﬁﬁ_m n_=m N
................. tesbrnesene wﬁmﬁﬁm m
e NVIVOONY NOHV.L
...................... o T NV LRI

VINVTIE dVMVIONNDDNV.L NVVLVANYEd

efuejog qemefSunsd3ue], ueejeduiag yewrioq Z'H



esaq suejanas yajo jesed |p uep esyuad ip qifem eseq ejeday jueduejepueylp wnjagas
TR
SOy OpIvs up3uap 1sup 6 wojoy Sy uvaonja3uad fiipnuwoy ubyppunfuad upSuap ISUP § wWojoy
ISYDSUDA} 11y J0uiou ub3uap IsNp , wopoy Ssvy uvipnjaduad yvidna yppunl upduap 1s1p 9 wojoy
soy uppwutiauad yoidna yppunl upSuap 1SHp ¢ wiojoy
soy uvapn)auad noip SpY uppWLIUAd ISYDSUDL UDIDAR UPSUIP ISIP b WOOY
soy upapnjasuad noyw spy uppuiieuad Sutuayaa apoy urBuap ISIp ¢ wojoy
soy upapnjaduad npjp spy upviitiouad (pS8upy upSuap 1Sup 7 wojoy
soy unavnjaduad nowp soy puitiouad man Jowou un3uap ISHp| wojoy

: ueisiduad ese)

H .......................... u A ...................... v
eso( eredsy
BSOo( BIeURpUSYg / Ueduenoly Jney| mbnjoesiq
------ ON Csssssssssssssnnsnansnsss
Ay dy HVTINAL
P 2 q e q e
6 8 L 9 S ¥ € 4 I
AILVINNOXN ('dy) ('dy)
NVAVNTIONEL IDING ON | NVIVOTEONAd | NYVARIINID NVIVN ONININTY FA0M ‘BL | "ON
0a1vs HYTINOC
............................ . ISNIAON
............................ . NALVANGV
............................ ! NV.LVINVOE

..............

............

NN SV N3Nd

wnu sey niyng jewrioq ‘©°H



"yung opjos up3uap 1Sup (] wojoy ISv4stutupy pdviq uvionjaduad un3uap I1SUp ¢ wojoy

yolod yvjunl upipnjoduad unBuap 1s1p g wojoy uvyrwuad yojunf uvwnjaSuad ub3uap Istp L wojoy “yupq n3unq yvjunf uvynspwad un3uap ISUp 9 wojoy
‘up.01as yvjunf uvynsvwad unduap 1sup ¢ wojoy

ISYDSUDA) NG UbIUap 1S1p

y wojoy up.pnjaSuad upp upynSPWAAISYOSUD.L] UDIDIN UDSUBP ISITP € WOJOY

yung 1sypsuv4j p33uvy unSuap

1S1p 7 wojoy yuvg uvSuapup.onjaduad uvp uvynsowad inin jowou up3uap IS1p | wojoy

TUDISISU J DD,y

...............................

..................... “Nwm_.aa Ssesansasassnse
ALV I ISIVSNVAL TVLOL
INI NV'IN€ ISIVSNVAL TVIOL
o1 6 g Z 9 S > g z I
-Q o&
oOavs Eﬁhmmhﬁq% M%ﬁm %zmm vmzwm zwmn%mw mﬁm? ISHVSNVIL | ISHVSNVRLL
VAVIG VONNG o NVIVIN TVOONVL | .o
NVIVATADONAD NVINSVINEd

'ON 34

DNVEVYD JINVH

NVINd

JINVE NUNVEHNId NNd

jyueg njuequiad nyng jewiod ‘p°H




DAOYDPUSG SUY NYNG OpIDS UpSUIP ISUP 9 WojoY

'soy unapnjaduad yoidna yppunl unduap 151p G wojoy

'Sy upvwutiauad yoidni yppunl upSuap 1Sup 1 wojoy

svy up.apnja3uad nop sy upvuliiouad upivan un3uap ISHp ¢ wojoy
uv.wnjaSuad soy upapnjaduad nop uvvwiriauad P33up) up3uap ISP T wWojoY
uvivnjaSuad svy unipnjaSuad nopw uppwiiduad Jnin 10wou uPIUIp ISP | WOjoY
TSI DIT)

..................... —Nwm—_ﬂa Gasassnnansnne
HYTANE
g b g z i
("dy) ("dy) ((dy) o
oavs NVNOLAANAD NVONOLOWAd NVIVAN TVODNV.L N
................ NVAVODONY NAHVL
.............. VLIt

JVeVd NILNVENEd N3INd

jefed njuequiad njyng jyewiioy ‘§°H



............... ._”m.me \ hj..me
8 L 9 S 12 € (4 I
(dy) refueq (d¥)
(d¥) opres uweqemeBunssueliag UeLIaqUIAd BUILIDUS] uerern n¥ng IOWoN redsue], ON
................ NVAVODNY NNHV.L
.............. NVLVIAVORI[ e e e e

AVLNVd NLNVIINEd N3N

refued njuequiad njng jewiioyg ‘9°H




BUWILIDUIJ

AHHH.._.-.HQN .Q—ﬁ. .ﬁmuv Cesessassssnnanns

ueduenady] ueIeIR)

............. eluerog /uejerdoy ‘uerefequad uenlng) ooy uerelequiad re8eqog
A .............................................................................................................................. w

................................. dy : resaqgas 3uen

................................ eso(] ueduensl] INey LIep BWLID], Je[d],

...................................

B103] /usrednqey]
Jojuey

.....................................

ISuR)IMy jewIoy "9°H




...............................

............... Isey|/aney]

-------------------------- Cssssssnsannsnsasssasssnnnsnns

Sey| op|es + ueien|aduad |e10]]

“dy verenpduadpeyor, | T o s, 1 s
gepunp
eAuwnjaqgas
uewe(ey Hep yejun ueyepuld
. _ " 5 g + € O 1
SV VAVHVANEg @ | TVAOW | r/d <mmwm.um§ VIVIQN S
oav NVITVEIN .ﬂwZﬁm VONVIEE VONVIFS VA NV e ILIN" YONWON it oD e
_ HVYTAOD VeV OTd ; _
. T VINIRIINTd
....................... z< .Hﬂmumm
........................ DONVAId
......................... ISNIAOHd
......................... NALYdNIGV
........................ NV.LVIAVOHAN
.......................... vsdd
...................... NVIVOONY NNHV.L

NV.LVIODEM NLNVEHNHd SV N3Nd

uejeIday] nNjuequidg sey njyng jewioy °L°'H




R ] UBBUILIaUS] [€10],
yequnp

eAuwinjagas uewejey Lep yejwn| ueyepuld

...................... NVAVOONV NAHV.L
LVIVAVASYVIA VAVAVMS NVVIAININTd NVLVIODOEN NLNVEWNEd N3Ng

jeqeredseN eAepemg ueewWIoudd uejeidoy njuequiad niyng jewriod ‘8°H



............... nmg \ .H.—H.N.Vm
JEIEIEK
i €T | Tt ot 6 8 L 9 S Vs € (4 T
- uerede)) |UeIedduy| UEBNjEg |oWN|0)| UBlessuy | Uenjesg | oWn[oA
i urej-ure’ .mﬁ.mm used
Imuag I I BuRQ tur yees redureg 1sesieay BUBOUIY DONINTATA
1Ses{o]Y NVIViN HAOY
VNVd ¥3gNNS LNd LNO
........................ ; ISNIAONA
------------------------ “ zm'b<mpm§
....................... © NVLVIAVOE
------------------------ " .<wmc

...................... NVAVOONY NOHVL e NyInd
NVAVODNY NVA NV.LVIOEMN NVVNVSIVTHd NVONVINHENAHd NVAOdVT

uere3fuy uep uejeidoy ueruesye[od Ueduequayiod uerode] jpwioy ‘6 H




I. FORMAT LAPORAN APB DESA

I.1. Format Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama

LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

SEMESTER PERTAMA
PEMERINTAHDESA..............
TAHUN ANGGARAN.............

KODE REKENING

URAIAN

ANGGARAN
Rp.

REALISA
SI
ANGGAR
AN (Rp)

SUMBER
DANA

o
0

PFENDAPATAN

A Desa

Hasilusaha

. [<Obyek Pendapatan>

Transfer

Dana Desa

Pendapatan lain- kin

Penerimaamn dari HasilKerjasama Antar Desa

T B I R R E N )]
W WWNN|=] =
-

.. [<Obyek Pendapatan=>

dst...

JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA

Pervelenggaraan

Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap,
Tunjangan dan Operasional Pemerintahan
Desa

enyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan
pala Desa

(=

01|51

Belanja Pegawai

ot

=

01 |5]1|1

Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa

01 5|11

.. [<Rincian Obyek Beania>

ol Ll

W=

Administrasi

pendudukan , Pencatatan Sipil, Statistik

layanan administrasi umum dan
ependudukan (Surat Pengantar/ Pelayanan
P, Kartu

Belanja Barang dan Jasa

3 0% |'2] 2] 2

BdanjaJasa Honorarium

<Rincian Obyek Belania>

Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pendidikan

NIN[N

Pembangunan /Reha

bilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana

rpustakaan /Taman Bacaan Desa/Sanggar

05

Belanja Modal

05

Belanja Modal

BN

[y [y [
i
WiwlWw
ENFEN

. <Rincian Obyek Beania>




Penanggulangan Bencana, Keadaan
Darurat dan Mendesak

Penanggulangan Bencana

Penanggulangan Bencana

Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga

ajalaalnl o
88|88
an|on

ININIS

818

Q0| Belanja Tak Terduga

JUMLAH BELANJA

SURPLUS

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

1 SiLPA Tahun

1| 1 | SiLPATahun

Pengeluaran

1 Pembentukan Dana Cadangan

o OO (OO

B DO [BO | b=t [t | b=t

2 | 1 | Pembentukan Dana

dst

SELISIH PEMBIAYAAN

Cara pengisian :

Kolom 1

Kolom 2

Kolom3
Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6

diisi berdasarkan Klasifikasi Bidang kegiatan
a. Bidang,
b. Sub bidang dan
c. Kegiatan
diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi, terdiri dari pendapatan, beanja dan
pembiayaan
- Bagian Pendapatan diisi :
a. Pendapatan
b. Kelompok pendapaan
c. Jenis pendapatan, dan
d. Objek pendapatan

- Bagian belaja disi :

a. Belanja
b. Jenis belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan)
c. Objek belanja, dan
d. Rincian objek belanja
- Bagian pembiayaan diisi :
a. Pembiayaan
b. Kelompok pembiayaan, dan
c. Jenis pembiayaan
diisi uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan
diisi jumlah anggaran ditetapkan
diisi dengan realisasi anggaran yang digunakan
diisi sumber dana yang digunakan dalam kegiatan




1.2. Format Peraturan Desa tentang Laporan Pertaggungjawaban
Realisasi APB Desa

Menimbang

Mengingat

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)

KABUPATEN/ KOTA........ (Nama Kabupaten/ Kota)

PERATURAN DESA. .. (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEIANJA DESA TAHUN

ANGGARAN ....
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai

wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan
secara terbuka dan bertanggung jaw ab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun Anggaran termuat dalam Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran .... yang disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu
dipertanggungjawabkan pelaksanaanya;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban
Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)
Tahun Anggaran ....;

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor ...);

. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor ..... Tahun ....tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko
Tahun ..... Nomor ...);

. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor ..... Tahun ....tentang

Penyusunan APB Desa Tahun..... (Berita Daerah Kabupaten
Mukomuko Tahun ..... Nomor ...);

. Peraturan Kepala Desa Nomor ..... Tahun ....tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa ......(nama desa) Tahun Anggaran ......
(Lembaran Desa.....(nama desa) Tahun ..... Nomor ...);

. dst.



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.
TAHUN ANGGARAN .....

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran......
dengan perincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Desa Rp
2. BelanjaDesa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  Rp....cooieiiiiiiil,
b. Bidang Pembangunan Desa R Cvassnn ss soirmaa Tamssns
C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan L R e o
d. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat | 54 o O
dan Mendesak Desa Pemerintahan Desa
Jumlah Belanja RD:cvmaneanmmcaes
Surplus/ Defisit RPp.ssnmairassyes
3 Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan RD Liisummsinasssssssonies
b. Pengeluaran Pembiayaan RPicosiienssnispicesons
Selisih Pembiayaan (a-b) TRy i —————
Pasal 2

Uraian lebih lanjut hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
Peraturan Desa ini yang terdiri dari :
a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
b. Lampiran II : Laporan realisasi Kegiatan periode 01 Januari - 31
Desember Tahun Anggaran ............
c. Lampiran IIl : Daftar program sektoral, program daerah dan program
lainnya yang masuk ke desa
Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksdu pasal 2 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.......(Nama Desa).

Ditetapkan di':.ccnninaais

KEPALA DESA ..(Nama Desa)
tanda tangan

NAMA
Diundangkan di ... pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),
tanda tangan
NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...



I1.2.1. Format Laporan Keuangan

Lampiran : PERATURAN DESA .....

15! 67 c 1003 i O Tahun

Tentang : Laporan

Pertanggungjawaban
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun
Anggaran .....

LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DESA........cccccu......
KECAMATAN......cocciiniiinaivannncs
KABUPATEN .....coccovvviinneennnannnn.

T

Daftar Isi

WRNOG LN -

16

Lampiran

Lampiran 2

10.
1.
12.
13.

14,
15.

I. Laporan Realisasi APBDesa
II. Catatan Atas Laporan Keuangan
A. Informasi Umum
B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran

Rekonsiliasi SILPA dan Kas

Pendapatan Asli Desa

Dana Desa

Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah

Alokasi dana desa

Bantuan keuangan propinsi

Bantuan Keuangan kabupaten

Pendapatan lain-lain

Belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Belanja Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa
Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak
Desa

Belanja Desa dalam klasifikasi Ekonomi

Belanja Desa dalam klasifikasi sub Bidang (fungsi)

. Pembiayaan
13
18.

Aset
Penyertaan Modal

Lampiran I Rincian Aset Tetap Desa

................................

Lo B T T T A I I -

™




1.2.2. Format Laporan Realisasi APBDesa

LAPORAN REALISASI APB DESA

PEMERINTAH DESA

...................

KECAMATAN....cciiiieiiiiieinans
KABUPATEN ...ccieiidinivessnsin
TAHUN ANGGARAN ........ccocvnnnnne
Ref Anggaran Realisasi  Lebih/(Kur
ang)
PENDAPATAN
Pendapatan Asli Desa c2 XXXKKKK XXXKKKK polseissed
Pendapatan transfer
Dana Desa Cc3 XXXXKXX XXXEXXX KXKKXKXK
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah C4 KEXXKXK KXKXKKX p oo vl
Alokasi Dana Desa CS5 XXXXKKX REKKKXKK KOLHKKK
Bantuan Keuangan Provinsi Ccé6 XXXXKKK XXXXKKXK XXXKXXX
Bantuan Keuangan Kabupaten c7 KXXKKKK RRKHKKK JOOOOKK
Pendapatan Lain-lain Cc8 XXXXHXX pisisisiee e d XREXKKX
|pa JUMLAH PENDAPATAN XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
BELANJA
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa C9danC 15 XXXXKEX bloisioioieed poissesed
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa C10danC 15
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa ClldanC 15 OOOTRX XXXKXKX XXXXXXX
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Cl2danC 15 XKKXKXXX XXXKXKX XXXKKKX
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan C13danC 15 KXXKXKX KHKKKKK KXXKKKK
mendesak Desa XXXXXXX XOOKRXX OO
XHHKKKK XXXKXXX XXXXKKX
XXXXHXX XXXKKXK XXXXXXX
JUMLAH BELANJA C 14 KRXKKXX JOOOIKXX XK
SURPLUS/ (DEFISIT) XXKXKXX XXXKXKX XREXKHEX
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan C15 KRXXKKXK XXKXKKX KOOTKHKK
Pengeluaran Pembiayaan KXKHKHX XXXKXKX XXEHKKKK
| PEMBIAYAAN NETTO XOOOOKX XXKXXXX XOOOCKKX
SILPA TAHUN BERJALAN OOOOLKX XXXXXXX XXXHXXX




1.2.2. Format Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX
Tabun Anggaran XXX

A,

Informasi Umum

Pemerintah Desa XXX merupakan desa di Kecamatan XXX, kabupaten XXX, sesuai dengan Keputusan Bupati
NOMOT ..o TANEEA! e , saat ini kepengurusan Pemerintahan Desa XXX terdiri dari :

1. Kepala Desa : XXX

2. Sekretaris Desa : XXX

3. Bendahara Desa : XXX

Kantor pemerintahan desa beralamat di .............. , Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX.

Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan desa berupa Laporan Realisasi APB Desa sesuai basis kas dengan dasar
harga perolehan, pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan belanja
dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat defenitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Konsolidasi SILPA dan Kas

SILPA Tahun anggaran XXX <o PR
Mutasi Pemotongan Pajak
- Saldo awal periode potongan pajak Rp........ccccecciiiiinnnn.
yang belum disetor ke Kas Negara
- Penerimaan potongan pajak tahun Rp.........ccc
anggaran berjalan
- Setoran pajak ke Kas Negara selama Rp..........cccccvennene.
tahun anggaran berjalan

Saldo akhir periode potongan pajak yang Rbuasnsmenmsi
belum disetor ke Kas Negara
Saldo Kas per 31 Desember 202X Rpcannnss

2. Pendapatan Asli Desa
Pendapatn Asli Desa terdiri dari :

Anggaran Realisasi (lebih)/kurang
Pendapatn Asli Desa terdiri dari :
a. Usaha desa B csssiwans RPi commnsanse R )
b. Hasil aset | £4's A s —— BP.caonesane
c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong Rp............ v ¢ « SH— RDvosaswnanns
d. Lain-lain PADesa yang sah - { A RDconssnsase 13 = R
Rp.ccvcisaness R cisaeassins R cswsuswninssss

3. Dana Desa
Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN, jumlah penerimaan Dana
Desa selama tahun anggran 20XX adalah sebagai berikut :

Anggaran Realisasi (lebih)/kurang
Tahap 1 I — - T Rp.civeeinnans
Tahap 2 R uxnevsares Rpiroerornnnse Rp.eciennns
Tahap 3 Rp...ccevuee.. Rp............ Rp............
3 o S | 54 o AORERRP RP.cocsoins

4. Bagian dari hasil pajak dan retribusi
Penerimaan desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan retribusi selama tahun
anggran 20XX adalah sebagai berikut :

Anggaran Realisasi (lebih)/kurang
Tahap 1 Rp.ccovernnnne. Rp..cceuene... Rp..coeenen...
Tahap 2 Rp.iviennnn. Rp..covvnvanns Rp..coeeanee.
Tahap 3 Rp............ Rp.everennnns Rp.eeueenen.s




Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) selama tahun anggran 20XX

adalah sebagai berikut :

Tahap 1
Tahap 2
Tahap 3

Bagian Keuangan Provinsi

Anggaran Realisasi (lebih)/kurang
Rp.covinnnnn. RP.csenonnnen D a—
| 10 SRR -4 8 fcerernnoneg 1 5 AR
Rp.cievannnns Rp............ Rp.coevananns
S R Rpiaswswinsans R oocmsnmmvoss

Penerimaan desa yang berasal dari Bagian Keuangan Provinsi selama tahun anggran 20XX

adalah sebagai berikut :

Tahap 1
Tahap 2
Tahap 3

. Bagian Keuangan Kabupaten

Anggaran Realisasi (lebih) /kurang
|24 R eronomooes Rp. Rp.civussiains
Ry Ee—— e eonoreng Rp. ..ot
Rp..cocuuen.n Rp.oceeninnns RY.«osenemiing
R\ sssenwsmns 50 R B covrnnssenanss

Penerimaan desa yang berasal dari Bagian Keuangan Kabupaten selama tahun anggran 20XX

adalah sebagai berikut :

Tahap 1
Tahap 2
Tahap 3

Pendapatan Lain-lain

Penerimaan desa yang berasal dari Pendapatan Lain-lain

adalah sebagai berikut :

- Penerimaan dari kerjsama antar desa

- Penerimaan dari Kkerjasama densa

dengan pihak ketiga

-  Penerimaan dari bantuan perusahaan

yang berlokasi di desa
- Hibah dan sumbangan pihak ketiga
- Koreksi kesalahan belanja
sebelumnya  yang
penerimaan dikas desa
- Bunga bank
- Lain-lain pendapatan yang sah

Anggaran Realisasi (lebih)/kurang
Rp.cinais Rpiaan Rp:cansii
R e Rp.aaaan Rp.saasns
R evnsseass R Rpo:
-5 + TRRRE Rp..cccuunn.. |34 o T

anggran 20XX

tahun
mengakibatkan

Anggaran Realisasi (lebih)/kurang
Rpiisinse RP.aaa; Rpiiaiva
Rpoasaass Rpiviaiana Rpoouaas
Rp.ccvieannnnn BPee-siasss Rp:cviis
38T oD e Rp:aasass
T F— Rp.covernennnn Rpsiacin:

) S Er s Rp.cciarnnnnn RPl-darivass
R s aworvnes |35 S hoorog R
RD.cscuiawani R sivavassses P e wosesrmmcnnn

Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama tahun anggran 20XX adalah

sebagai berikut :

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Modal

Anggaran Realisasi (lebih)/kurang
Ry ae s Rpisasesis o
I e RD:,.ieidisiss Rp.asne
S Ly e |08 & eacnnnn Rpi..scoiias
RD.csvvsvonios | -4'¢ RS Rp.coveennnnn.




10.

I1.

12

13.

14.

Belanja Bidang Pembangunan Desa

Belanja Bidang Pembangunan Desa selama tahun anggran 20XX adalah sebagai berikut :

- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Modal

Anggaran Realisasi (lebih)/kurang
R, oonceniniss Rpiiiviass Rpaas
Rp.iceennnen. RD...ieemmeso Roiaisisi
Rp..cocvuannn. B s Rp.ieiieiinanns

Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa selama tahun anggran 20XX adalah

sebagai berikut :

- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Modal

Anggaran Realisasi (lebih)/kurang
Rpsvainn Rp::iviis Rpicviaani
Rb; o B BD:ssim
Rp..cocuianens | 29's R Rpiiaaiaas

. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa selama tahun anggran 20XX adalah sebagai

berikut :

- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Modal

Anggaran Realisasi (lebih)/kurang
Ry Rp.aiis Rp.cooovain.
Rsruissanins B.cosas Rbisnsns:
Rpsciias Rpeiasoana R sinismia

Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak Desa
Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak Desa selama

tahun anggran 20XX adalah sebagai berikut :

- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Modal

Belanja Dalam Klasifikasi Ekonomi

Anggaran Realisasi (lebih)/kurang
U4 JEERERRR Rpccii RO veossunsns
Rplivivisns Rpicacasass Rpissssinsvnes
RBpuiascan Rp. Rpicmss

Jumlah Belanja dalam klasifikasi ekonomi selama tahun anggran 20XX adalah sebagai

berikut :

Belanja Pegawai

- Siltap dan Tunjangan Kepala Desa

- Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa

- Jaminan Sosial Kepala Desa dan
Perangkat Desa

- Tunjangan BPD

- Insentif RT/RW

- Tunjangan Pengelola Keuangan Desa

Belanja Barang dan Jasa

- Belanja perlengkapan kantor

- Belanja honorarium

- Belanja oprasional kantor

- XXXXX

Belanja Modal

- Belanja modal tanah

- Belanja modal peralatan mesin dan
alat berat

- Belanja modal gedung dan bangunan

- XXXXX

Anggaran Realisasi (lebih) /kurang
Rpiisimsssiaes Rp.ovvivennns R .isssessosss
g o POEREVEEEY Rpwisusois |14 o SRR
Rpiccivsssonm Rpicivessiness 4 o BAR——
RpPicicovisians R sacnsasuss 4 ¢ JER——
2 » FEEmARpR Rpiiasiincanes 24 o SRRAE——
Rpissnmm R RP:wvsswnvnies
Rp:cisviann Ry R oo
BP.cuvaan Rp. s Rpocs.
Ry Rpiiisiii Rp.iocnian
Rpiccm R Rp.ovaais
R Rp..inanin Rpiwisauscc:
Rp.ccicaiins R Rp:auisns
Rpi.aioimass Rp: s Rp:ciiiisn
Rp.ccooennans RD::cosciniina Rp:iazas
R —— 52 o A | o T




15. Belanja Dalam Klasifikasi sub bidang (fungsi)
Jumlah Belanja Dalam Klasifikasi sub bidang (fungsi) selama tahun anggran 20XX adalah
sebagai berikut :

Anggaran Realisasi (lebih) /kurang
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa
-  Sub bidang penyelenggaraan Rp............ Rpcoorroriee 3 o A
pemerintahan desa Rp:oasn Rpoeiinannns {14 o
- Sub bidang sarana dan prasarana Rp............ Rp..coeuennn. L
pemerintahan Desa
- XXXXX R Rp.icerannnns 34 o
Bidang Pembangunan Desa
- Sub bidang pendidikan Rp.cooeenee. Rp.coeennnnn | 04 o
- Sub bidang kesehatan RPusesssenss BB varsmmsns 4 o JRR—
- XXXXX Rpecevernnnns RD: v csmsarase R ccsminana
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- Sub bidang ketentraman dan Rp............ RPlcssimmeess Rpissseasns
ketertiban umum RP.uvunzssnns RPicvsswisaies Rpiccosicinas:
- Sub bidang kepemudaan dan olah raga Rp............ RD o Rpicsass
- XXXX RPlusoscasones RPissmsmsvssss Rp.susavinin
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Sub bidang kelautan dan perikanan BP.cocsacawns R oo Rp.oiiiiaa:
- Sub bidang pertanian dan peternakan Rp..civainane Rpisscsoaes Rpiciivina
- XXXX Rp:cuccviviins Rp:iciiazins Rpisscayians
Bidang Penanggulangan bencana keadaan
darurat dan mendesak
- Sub bidang penanggulangan bencana Rp.ccoicaa: Rpiscsaii Rp.ovn
- Sub bidang Keadaan darurat Rp: ooz RPsoasns Rp:iass
- Sub bidang keadaan mendesak Rp.ciassiai Rbumnis Rpiasiais:
Rp: s Rpsiiiiiisan Rp.oeeucnnnnn..

16. Pembiayaan
Jumlah pembiayaan selama tahun anggran 20XX adalah sebagai berikut :

Anggaran Realisasi (lebih)/kurang
Penerimaan Pembiayaan Rpivisiasi Rpccsmvian B
Pengeluaran pembiayaan {24 o PEOEERE Rpcivcaiai Rpicassmg
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:
- SILPA tahun anggaran sebelumnya R RD:ean Rp.covusis
- Pencairan dana cadangan Rpiavsnsss Rp:ooaanas Rpiaass:
- Hasil penjualan kekayaan desa yang Rp............ Rpcgisv Rpeicin....
dipisahkan
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:
- Pembentukan dana cadangan Rpanw RDsurati, Rp.ceenennn.
- Penyertaan Modal BUMDesa Rp:siisisii Rpiaiminei Rp.ccooeanenn.
{15 o NP Rp..ccoeuennn. 5 7 T
17. Aset Desa
Perolehan aset desa sebagai berikut :
20X0 20X1 penambahan/
(pengurangan)
- Tanah Rp::oias Rp s 340 e
- Peralatan mesin dan alat berat Rpi.nii RD:ccosvii Rpuiai
- Kendaraan Rpiasasn Rpuivna Rpiicsies
- Gedung dan bangunan Rp.ismn Rpisii 5 o e
- Jalan Rb.aaasa Rp.eeenennnn. 153 s 1
- XXXXXX Rp:cisna Rp.oeeenanes I
Rp..cocoiannns BRD. cveamissins R cviesinisisns

Rincian aset tetap untuk masing-masing klasifikasi dapat dilihat pada lampiran.



18. Penyertaan Modal Desa
Penyertaan Modal Desa sebagai berikut :

- BUMDesa XXXX
-  BUMDesa YYYY

19. Dst

penambahan/
(pengurangan)

ceee

1.2.2. Format Rincian Aset Tetap Desa

RINCIAN ASET TETAP DESA
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN

RINCIAN ASET PER 31 DESEMBER 20XX

KLAS
ASET DAN
NAMA
IDENTITAS
ASET
TETAP

NO

BUKTI KEPEMILIKAN

Jenis

Nomor

Tanggal

KODE
ASET
TETAP

TAHUN
PEROLEHAN

NILAI
PEROLEHAN
(Rp)

KOND
ISI

ERA
NG

1 Tanah

a. Kebun
desa

b. XXX

2. Peralatan,

mesin dan

alat berat

a. Kompu
ter

b. XXX

Nilai Total Aset per 31 Desember 20XX

Kondisi : Baik (B), Rusak Ringan (RR) dan Rusak Berah (RB)




1.2.2. Format Laporan Realisasi Akhir Tahun

LAPORAN REALISASI KEGIATAN
PERIODE 01 JANUARI — 30 JUNI (SEMESTER PERTAMA)/ 01 JANUARI- 31
DESEMBER (AKHIR TAHUN)

TAHUN ANGGARAN

......................

DESA  eeceeccceceiesscseseees
KECAMATAN  : ciiiiiiiiiiinianns
KABUPATEN  : ..icciiiiiieireneannns
PROVINSI = .cciiicccimicimecasss
KELUARAN/ OUT PUT SUMBER DANA
NAMA
ouT
KODE |l o RENCANA REALISASI _— J:LS:;:S W —
BEKENING DESA | [ooy'| LAIN | K LAIN
VOL [SAT]ANG| VOL [SATUANGG|CAPA| RP) | g, | Re) | (Rp)
UME|[UAN|GAR|UME| AN |ARAN| IAN
AN
1 2 3 4 s 6 7 8 9/ 10 | n 12 13 14
alb| c
i
|
.................... , 20XX




1.2.3. PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH DAN PROGRAM LAINNYA YANG

MASUK KE DESA

PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH
DAN PROGRAM LAINNYA YANG MASUK KE DESA

DESA e Reves T T
KECAMATAN  © .cccccrsescovesmsesvese
KABUPATEN : coasmssaivaasssas
PROVINSI e e o R
FEGIATAR DANA DESA (Rp)
NO PROGRAM ~ p———————— i _ ALOKASI DANA DESA (Rp)
SENIS.| ToRAST WVOLUM [saTUA
E N
JUMLAH SUMBER DANA
T 2 3 4 S 6 7 8
.................... , 20XX
Kepala Desa

ATI MUKOMUKO,

CHOIRUL HUDA




